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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

> “Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, Karena
itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada
Tuhan, berharaplah” (QS Al-Insyirah: 6-8)

» “Pundakmu harus sekuat baja, ketika kamu ingin menyerah,
ingatlah seberapa lama kamu berjuang, bertahan dan melewati
segalanya”

> “The best way to get started is to quit talking and begin doing”
— Walt Disney

PERSEMBAHAN

> Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa tulus mendoakan
keberhasilan saya dengan segenap dukungan nya.

> Adikku yang kusayangi dan seluruh keluarga besar yang selalu
memberikan bantuan dan semangat

> Rekan-rekan kerja yang senantiasa mendukung saya dan
memberikan nasihat kepada saya.
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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi,
pengetahuan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018
dan penggunaan kembali tarif pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan (UU
PPh). Guna menyederhanakan wajib pajak dalam hal administrasi pemerintah
mengeluarkan aturan berupa PP nomor 23 tahun 2018, namun tidak selamanya
peraturan tersebut dapat digunakan melainkan terdapat batasan waktu penggunaan
guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitiaan kuantitatif dengan menggunakan
data skunder. Dalam penelitian pengambilan sampel penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling yaitu UMKM vyang terdaftar di Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Semarang, serta UMKM yang menggunakan PP nomor 23 tahun
2018. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuessioner dengan skala likert 1-
5.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak, modernisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, dan persepsi atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: PP nomor 23 tahun 2018, Pasal 17UU PPh, UMKM

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of socialization,
knowledge, modernization, and perceptions of Micro, Small and Medium
Enterprises (MSME) taxpayers on the expiration of government regulation
number 23 of 2018 and the Income of Tax Law (UU PPh) article 17 which
applies again. To facilitate taxpayer administration, the government issued
a regulation called PP number 23 of 2018, but there is a time limit for using
this regulation to increase taxpayer compliance.

This type of research is quantitative research using primary data. In
this study, the sample collection used a purposive sampling technique, the
samples used were MSME who registered in the Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Semarang, as well as MSME using PP number 23 of 2018.
Data was obtained by distributing questionnaires with a Likert scale of 1-5.

The test results show that socialization has no effect on taxpayer
compliance, tax knowledge has an effect on taxpayer compliance,
modernization has no effect on taxpayer compliance, and perceptions of the
expiration of PP number 23 of 2018 have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: PP number 23 of 2018, Article 17 UU PPh, MSME
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INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah berakhirnya Peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan berlakunya kembali aturan perpajakan
sesuai dengan pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008. Penulis ingin mengetahui
pengaruh variabel sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak
atas berakhirnya peraturan tersebut.

Penelitian ini adalah pemekaran dari penelitian (Novitasari dkk., 2021).
Dalam penelitian yang dilakukan kali ini terdapat perbedaan dalam variabel
independent Dalam penelitian yang dilakukan Novitasari dkk., (2021) sebelumnya
hanya menggunakan 2 variabel independent, sosialisasi perpajakan dan
Pengetahuan perpajakan. Dalam kajian ini terdapat tambahan dua variabel yaitu
persepsi wajib pajak, serta modernisasi.

Data pengkajian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui
pembagian kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang menggunakan PP nomor
23 tahun 2018. Teknik sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling
yang mempunyai kriteria dan karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan
dalam penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib
pajak UMKM. Teknik anlisis menggunakan bantuan program SPS 23.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa sosialisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan
perpajakan, pengetahuan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan,
modernisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan
persepsi wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan satu dari sebgaian besar
pondasi penting dalam perekonomian Indonesia (Limanseto, 2021). Yang
diketahui memiliki peran dalam perkembangan ekonomi nasional yaitu. sebagai
penyumbang Produk Domestik Bruto, sebagai salah satu sektor penerimaan pajak
di Indonesia, dan berperan sebagai penyerap tenaga kerja.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan bahwa, dampak
kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto di 2018 mencapai 9.062.581
miliar atau 61,07% (Kementrian KUKM, 2021). Jumlah tersebut mengalami
keniakan di tahun 2019 sebesar 9.580.762 miliar atau 60,51%. Namun di tahun
2021, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan
sebesar 8.573,89 triliun atau 61,07% yang disebabkan oleh pandemic virus covid-
19 (Coronavirus Diseases-2019) (Limanseto, 2021)

Selain sumbangsih yang besar terhadap PDB, UMKM juga memiliki peran
dalam penyedia lapangan kerja di Indonesia. Dari Sisi serapan tenaga kerja,
UMKM adalah sektor yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Data
terbaru dari BPS menunjukan pada tahun 2018 UMKM mampu menyerap 117
juta pekerja (Kementrian KUKM, 2021). Sebanyak 97% dari daya serap tenaga
kerja dunia diserap oleh UMKM, sisanya sebanyak 3% diserap oleh korporasi
(Purwanto, 2020).

Selain kontribusi yang tinggi terhadap PDB, UMKM juga berperan terhadap
penerimaan pajak di Indonesia. UMKM memiliki kewajiban pembayaran Pajak.
Namun kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dinilai masih rendah.
Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, penerimaan PPh
UMKM tahun 2019 hanya sebesar 4,8 triliun (Santoso, 2019). Hal tersebut



mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dimana penerimaan pajak atas
UMKM mencapai 6,91 triliun.

Pungutan penghasilan tertuang dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008, dalam
pasal 17 peraturan tersebut menjelaskan, seorang wajib pajak yang berbentuk
badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif yang berlaku sebesar 25%
dimulai pada 2010.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008, UKM merupakan salah satu wajib
pajak berbentuk badan. Sehingga dikenai tarif sebesar 25% dimulai pada tahun
2010. Agar mendapatkan keringanan dan kesederhanaan saat memenubhi
kewajiban nya dalam hal perpajakan serta untuk mendorong masyarakat agar
tertib dalam bidang administrasi dan secara transparan melaporkan kewajiban
perpajakan nya (Anggi, 2018)." Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan PP
nomor 46 tahun 2013 berisi mengenai pajak penghasilan dari usaha atau wajib
pajak yang memiliki pendapatan bruto tertentu. Peraturan tersebut menjelaskan:

“Wajib pajak badan yang menerima peredaran bruto tertentu besarnya tarif

pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%
Guna lebih meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib
pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa PP Nomor 23 Tahun 2018
saat 27 juli 2018 yang mengatur tentang perpajakan penghasilan wajib pajak yang
berurusan dengan peredaran bruto. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengganti
aturan sebelum nya. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai 2berbunyi:

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam
negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang
bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan yang bersifat
final tersebut sebesar 0,5%”

Dengan diberlakukannya perintah tersebut terjadi perubahan tarif, dimana
sebelumnya 1% atas dasar PP nomor 46 tahun 2013 turun pada tingkat 0,5%.
Namun, terdapat batasan penggunaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 yaitu,
wajib pajak Perseroan Terbatas (PT) dapat menggunakan fasilitas selama 3 tahun,
dan wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV),

korporasi dapat menggunakan fasilitas tersebut selama 4 tahun. Setelah



berakhirnya skema PP nomor 23 tahun 2018 negara mengeluarkan pengumuman
PENG-10/PJ.09/2020 yang menjelaskan bahwa

“Setelah berakhirnya jangka waktu PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018,
wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan
umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.”

Sehingga bagi wajib pajak UMKM harus kembali menggunakan peraturan
lama. Kenaikan yang cukup signifikan terhadap tariff wajib pajak UMKM yaitu
dari 0,5% menjadi 25% dialami setelah berakhirnya PP nomor 23 tahun2018.
Penelitian oleh (Hermawan & Ramadhan, 2020), dengan topik penelitian
mengenai pengaruh perubahan tariff PPh wajib pajak UMKM 1% jadi 0,5% dan
pengaruh nya pada kepatuhan pembayaran pajak. Menjelaskan terdapat
peningkatan presentase kepatuhan pembayaran wajib pajak saat terjadi penurunan
tariff. Sedangkan dengan adanya kenakan tariff yang sebelumnya 0,5% menjadi
25% akankah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian (Novitasari dkk., 2021), sosialisasi serta pengetahuan
atas PP nomar 23 tahun 2018 berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Selain
itu, (Syaputra, 2019) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan PP
nomor 23. Penelitian (Anggraeni & Lenggono, 2021) menunjukkan, implementasi
PP nomor 23, pemahaman perpajakan dan modernisasi berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Risa & Sari Puspita, 2021), menerangkan
bahwa penggunaan PP nomor 23 tahun 2018 dan modernisasi memiliki pengaruh.

Berdasarkan penelitian (Noviana dkk., 2020), faktor sosialisasi merupakan
aspek yang mempengaruhi kwajiban seseorang. Faktor pengetahuan berdasar pada
penelitian (Aswati dkk., 2018) dan (Soda dkk., 2021) adalah salah satu penyebab
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu modernisasi pelaporan
kewajiban menurut penelitian sebelumnya oleh (Zidni, 2019), (Risa & Sari
Puspita, 2021), serta (Anggraeni & Lenggono, 2021) memiliki pengaruh. Juga
faktor persepsi berdasarkan penelitian (Syaputra, 2019) juga berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait adanya aturan pengganti.

Apabila sosialisasi tidak dilakukan secara efisien, wajib pajak nantinya sulit dalam



memahami aturan perpajakan yang ada (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi
membantu wajib pajak dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan.
Minimnya sosialisasi perpajakan menyebabkan tingkat penerimaan pajak yang
kurang optimal (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Dalam penelitian Noviana dkk
(2020), sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Santuo (2020),
menyatakan sosialisasi membuat efek pada kepatuhan wajib pajak. lzza dkk
(2020), menerangkan sosialisasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib
pajak. Penelitian lain (Novitasari dkk., 2021), menyatakan sosialisasi memberikan
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya sosialisasi yang
efektif wajib pajak mengetahui jumlahpajak yang harus di bayar dan prosedur
pelaporan pajak.

Selain pentingnya sosialisasi peraturan baru terkait pengganti Peraturan Pajak
Nomor 23 tahun 2018 yang berakhir. Salah satu pondasi yang harus dimiki adalah
pengetahuan pajak (Yulianti & Kurniawan, 2019). Yang meliputi pengetahuan
wajib pajak tentang Undang-Undang pajak, tarif pajak yang berlaku dan manfaat
pajak bagi wajib pajak (Aswati dkk., 2018). Menurut (Zulma, 2020), pengetahuan
pajak digunakan sebagai pijakan saat bertindak, membuat ketetapan dan
menentukan rencana kedepa. Penelitian oleh (Ariyanto & Nuswantara 2020),
mengungkapkan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian (Soda dkk., 2021), menunjukan tingkat pengetahuan peprajakan yang
semaik baik akan berdampak pada ketaatan pembayaran. Penelitian lain yang
dilakukan  oleh " (Novitasari  dkk., 2021), menjelaskan pengetahuan
memilikipengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.

Disamping sosialisasi dan pengetahuan, pelaporan pajak juga satu hal penting
dalam menambh kepatuhan wajib pajak. Di era digitalisasi Direktorat Jenderal
Pajak terus berupaya untuk berinovasi seperti memodernisasi sistem administrasi
perpajakan (Lela, 2019). Salah satu produk yang dihasilkan adalah E-filling dan
E-form (Zidni, 2019). Dengan implementasi pelaporan SPT secara online, wajib
pajak diharapkan dapat melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Dalam

penelitian (Risa & Sari Puspita, 2021), modernisasi perpajakan mendapat



pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Anggraeni & Lenggono, 2021), juga
menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan memiliki pengaruh.

Kepatuhan perpajakan memiliki keterkaitan dengan persepsi wajib pajak,
adanya persepsi baik maka kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan
tertanam secara otomatis dalam diri wajib pajak (Irawati & Sari, 2019). Persepsi
wajib pajak didefinisikan sebagai cara pandang terhadap berakhirnya Peraturan
Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Terdapat definisi dari kata persepsi dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggapan langsung dari seseorang
(Kebudayaan, n.d.). Sistem perpajakan yang efektif akan membentuk persepsi
yang baik dan psositif dalam diri wajib pajak (Pradnyana & Astakoni, 2018).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2020), persepsi wajib pajak
atas adanya peralihan Peraturan memiliki pengaruh postif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Syaputra, (2019), memaparkan bahwa persepsi pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah pemekaran dari penelitian (Novitasari dkk., 2021). Dalam
penelitian yang dilakukan kali ini terdapat perbedaan dalam variabel independent
Dalam penelitian yang dilakukan Novitasari dkk., (2021) sebelumnya hanya
menggunakan 2 variabel independent, sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan
perpajakan. Terdapat perbedaan dalam penelitianini, dalam kajian ini terdapat
tambahan dua variabel independen. Peneliti menambahkan variabel persepsi wajib
pajak atas peralihan peraturan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti,
2020; Syaputra, 2019), serta modernisasi dalam penelitian (Anggraeni &
Lenggono, 2021) dan (Risa & Sari Puspita, 2021) Hal tersebut bertujuan untuk
menguji faktor lain dalam kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah guna mendalami pengaruh
sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak
UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah nhomor 23 tahun 2018. Penelitian
dilakukan dengan mengambil sampel pelaku UMKM di kota semarang. Kota
Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang besar. Jumlah
UMKM di kota Semarang pada tahun 2020 mecapai 17.567. Oleh karena itu,

peneliti memilih kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Melalui penelitian ini



diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan persepsi pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah atas berakhirnya PP Nomor 23 tahun 2018. Penting
dilakukan pemahaman persepsi wajib pajak guna mendorong terpenuhinya
tanggungjawab wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku
UMKM dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dan memahami kewajaban
perpajakan, dan berimplikasi pada Pemerintah Kota Semarang dalam upaya
mendorong kepatuhan wajib pajak agar terus meningkat. Berdasarkan uraian
tersebut, peneliti menetapkan judul “ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI, DAN PERSEPSI
PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ATAS
BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)

1.2 Rumusan Masalah

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan dasar
bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Yulianti & Kurniawan,
2019). Berakhirnya Aturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka tarif PPh
0,5% juga ikut berakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya direktorat jenderal
pajak untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan kembali pasal 17 UU
PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai peraturan pengganti PP Nomor 23 tahun
2018 untuk 'meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan tersebut.
Sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan
perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Disamping sosialisasi dan pengetahuan,
modernisasi pelaporan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Modernisasi pelaporan pajak terkait dengan administrasi perpajakan.
Modernisasi perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak
dalam melakukan pelaporan perpajakan sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Sesuai penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan

bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi, dan persepsi



1.3

UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Pertanyaan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan,

pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di
Kota semarang?

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
perpajakan UMKM di Kota Semarang?

3. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
perpajakan UMKM di Kota Semarang?

4. Apakah persepsi wajib pajak atas berakhir nya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
UMKM di Kota Semarang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan masalah diantaranya:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Semarang

2. Menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak
UMKM terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang

3. Menganalisis dan menguji pengaruh modernisasi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang

4. Menganalisis dan menguji pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas
berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terhadap

kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang



1.4.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan agar menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya
mengenai berakhirnya kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun
2018 dan kesiapan dalam menerapkan aturan pengganti yang akan
berlaku yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008.
Dengan dilakukan nya penelitian ini peneliti dapat mengetahui apakah
teori yang peneliti gunakan berpengaruh atau tidak. Dan dari penelitian
diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh sosialisasi,
pengetahuan, modernisasi dan persepsi wajib pajak UMKM atas
berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 yang didasarkan untuk
memperkuat penelitian (Mertawan & Darma, 2021), tentang mapping
kesiapan wajib pajak terhadap berakhirnya penggunaan peraturan
pemerintah no 23 tahun 2018. Khususnya menambah literature terkait
variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap

berakhirnya peraturan tersebut.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
untuk penelitian yang akan datang mengenai berakhirnya kebijakan
peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan kesiapan wajib pajak
UMKM dalam menggunakan peraturan pengganti yang akan berlaku
yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Selain itu,
diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi
bagi fiskus khususnya Dinkop dan UMKM Kota Semarang mengenai
pandangan wajib pajak UMKM atas brakhirnya Peraturan Pemerintah
nomor 23 tahun 2018. Serta diharapkan dapat memberikan saran dan
masukan bagi pelaku usaha mengenai tata cara perpajakan sesuai
dengan peraturan penggantiyang berlaku. Bagi pemerintah khususnya

Direktorat Jenderal Pajak agar agar lebih memperhatikan adanya



sosialisasi baik itu mengenai langkah perhitungan, pelaporan, maupun
pembayaran pajak kepada wajib pajak berkaitan dengan adanya

perubahan peraturan tersebut.
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2.1 Landasan Teori
2.2.1 Theory of Reasoned Action

Teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1975). (Ajzen, 1980)
memberitahukan bahwa niat akan memastikan individu untuk melakukan
suatu tindakan atau tidak. Niat dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

1. Sikap, merupakan merupakan keyakinan seseorang terhadap hasil dari
suatu perbuatan serta penilaian atas hasil sikap yang telah dilakukan
tersebut.

2. Norma subjektif, adalah kepercayaan yang timbul akibat keinginandan
pengaruh dari  individu ~lain  serta timbulnya keinginan untuk
membenarkan harapan tersebut.

Hubungan antara teori teori tersebut dalam penelitian ini yaitu ketika
orang akan memastikan perilaku nya yaitu berupa patuh atau tidak patuh
terhadap tanggungjawab perpajakan nya terdapat pengaruh rasionalitas
dalam mempertimbangkan fungsi pajak serta pengaruh dapat datang orang
lain hal tersebut yang dapat menimbulkan perulaku patuh atau tidak patuh
seorang wajib pajak.

Sebelum  melakukan suatu hal ‘individu biasanya akan memiliki
keyakinan terhadap hasil dari perilaku nya. Kemudian seorang terserah
individu untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Sikap
ini relevandengan persepsi yaitu persepsi yang baik akan membuat wajib
pajak memiliki keyakinan akan hasil yang didapatkan setelah membayar
pajak. Setelah suatu individu melakukan sesuatu akan muncul motivasi yang
berasal dari luar diri individu tersebut akan mempengaruhi perilaku (norma
subjektif). Hal tersebut relevan dengan sosialisasi yang baik dari fiskus,

pengetahuan dan modernisasi.
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2.2.2 Theory of Planned Behavior

Merupakan kelanjutan dari Theory of Reasoned Action yaitu
dengan adanya tambahan sebuah variabel berupa kontrol keperilakuan
yang dirasakan. Dampak nya akan mempengaruhi perilaku dimana dalam
sebuah situasi individu memiliki niat untuk melakukan sesuatu namun
dihalangi saat akan melakukan tindakan tersebut (Syaputra, 2019). Niat
dan perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti saat
menemukan sebuah objek akan menghasilkan sikap positif atau neggatif
yang muncul dari dalam diri individu, norma subjektif yang dapat
menyebabkan individu merasa ada tekanan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, dan kontrol perilaku yang akan menghasilkan
kesulitan atau kemudahan dalam melakukan sesuatu (Pangestie &
Satyawan, 2019).

Dalam penelitian ini, normative belief terhadap sosialisasi pajak
memiliki hubungan dimana guna memenuhi suatu harapan dapat
menggunakan suatu rujukan yaitu berupa harapan normative orang lain,
harapan dalam sosialisasi dapat berupa penyuluhan atau kepada wajib
pajak agar taat membayar pajak. Sedangkan modernisasi dapat berupa
kemudahan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak individu tersebut.
Sedangkan pengetahuan memberikan pengaruh terhadap behavioral belief
dimana dapat menekan sikap dan perilaku wajib pajak terhadap niat
individu. Sikap dan perlaku dinilai dari tingkat pemahaman individu

tersebut sehingga individu cenderung berperilaku untuk taat dan patuh.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak
Memiliki arti keharusan bagi wajib pajak dalam rangka pemenuhan

kewajiban perpajakannya dengan tujuan memberikan sumbangsih untuk
pembangunan negara. (Putri, 2016), mendefinisikan kepatuhan perpajakan
adalah kondisi ketika wajib pajak orang pribadi baik yang bekerja dengan
status karyawan maupun pengusaha atau pekerjaan bebas, dalam hal ini

terpenuhi semua syarat baik sebagai objek maupun subjek pajak sesuai
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peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Terdapatdua jenis
kepatuhan yaitu Kepatuhan formal yaitu ketika wajib pajak patuh secara
procedural baik dalam hal administrasi, kepatuhan dalam pembayaran pajak,
serta kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dan keptuhan material adalah ketika
wajib pajak secara patuh untuk melaksanakan penghitungan perpajakan
(Budiman, 2018).
Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sony seta Rahayu

(2006:111) dalam (Tyas, 2021) diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Kepatuhan terhadap pendaftaran diri wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam pelaporan tahunan dan berkala
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan berupa perhitungan dan pembayaran

pajak terutang.
4. Patuh saat ada tunggakan pajak.

Identifikasi tersebut sesuai telah sesuai dengan self assessment system
yang meliputi pendaftaran dirt di kantor pajak guna mendapat NPWP.
Penghitungan pajak yang dilakukan secara mandiri sesuai peraturan yang
berlaku. Pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,
tingkat kepedulian dalam mebayar pajak, faham dan mengetahui terhadap

aturan yang berlaku, serta hukuman atas kelalaian (Fikri dkk., 2020).

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Mulai 1 juli 2018 Pemerintah mulai memberlakukan PPnomor 23

tahun 2018. Dalam peraturan tersebut diatur tentang penghasilan yang
diterima dari wajib pajak dengan perolehan bruto. Besarnya tarif pajak
penghasilan yang bersifat final yaitu sebesar 0,5% dari omzet diatur dalam
pasal 2 ayat (2). Tarif yang berlaku dikali DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
yang diperoleh dari pendapatan bruto selama 1 tahun pajak. Saat peredaran
bruto yang diterima lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Terdapat peraturan pembatas jangka waktu bagi penggunaan PPh
Final berdasar PP no 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut
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Tabel 2. 1

Batasan Penggunaan PPh Final Sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018

Bentuk Hukum | Jangka Waktu | Mulai  menggunakan

Wajib Pajak Penggunaan PP no | pasal 17 UU PPh
23 tahun 2018 Nomor 36 Tahun 2008

Perseroan  Terbatas | 3 Tahun 2021

(PT)

Koperasi/Persekutuan | 4 Tahun 2022

Comanditer  (CV),

Firma

Orang Pribadi 8 Tahun 2026

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Setelah berakhirnya peraturan tersebut, sesuai dengan pengumuman
pemerintah PENG-10/PJ.09/2020 maka, tariff yang dikenai bagi wajib pajak
badas menjadi 25% sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak
Penghasilan (UU PPh). Wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas
harus sudah memakai skema pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008 di
tahun 2021. Disusul dengan koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan
Firma di tahun 2022.

UU No. 31E, Pasal 36 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa
Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada wajib pajak badan yang
berpenghasilan sampai dengan Rp 50 miliar bruto dengan menurunkan tarif
sebesar 50%. Saat ini berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak
Penghasilan tariff yang dikenakan adalah sebesar 25 persen, dengan adanya
pengurangan tersebut UMKM yang memiliki bruto dibawah 4,8 miliyar
pertahun tariff nya berubah menjadi 12,5 persen. Perhitungan pajak
dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak yang dihitung dari laba-rugi
setelah koreksi fiskal (Mertawan & Darma, 2021)
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2.2.5 Sosialisasi
Tujuan adanya sosialisais adalah guna memberikan pemahaman bagi

masyarakat akan pentingnya taat pajak. Dengan sosialisasi maka
pengetahuan terkait pentingnya membayar pajak akan meningkat (Wardani
& Wati, 2018). Definisi sosialisasi perpajakan menurut (Handayani & Sihar,
2016), sosialisasi merupakan upaya pemberitahuan dari direktorat jenderal
pajak guna mengedukasi wajib pajak agar wajib pajak memahami semua hal
tentang pajak dengan prosedur yang tepat.

Sosialisasi yang tinggi kepada masyaraat akan menimbulkan rasa
kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga akan
menjadikan patuh terhadap pajak (Boediono dkk., 2018). Program-program
yang diupayakan oleh direktorat jenderal pajak menurut (Rulli, 2019),
meliputi pengadaan seminar baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta,
pemasangan spanduk dan iklan dengan tema pajak, pengadaan tax goes to
campus untuk mengedukasi mahasiswa, pemberitahuan melalui petugas
direktorat jenderal pajak.

Pengadaan seminar dan pelatinan memiliki tujuan untuk menambah
wawasan bagi wajib pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan
wajib pajak. Pengadaan seminar dan pelatihan perpajakan biasanya
dilakukan melalui media cetak maupun elektronik atau bertemu langsung
dengan masyarakat yang berada di daerah tertentu dan dinilai memiliki
potensi pajak yang besar.

Pemasangan spanduk dan iklan bertujuan untuk menyampaikan
informasi dengan baik kepada masyarakat. Pemasangan spanduk dan iklan
biasanya dilakukan di tempat-tempat strategis dan berisi mengenai pesan
singkat, slogan, pernyataan, dan himbauan yang dapat mengingatkan wajib
pajak. Selain itu terdapat penyampaian informasi yang dilakukan secara
langsung juga.

Sosialisasi yang dilakukan dengan website resmi Direktorat Jenderal
Pajak bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi

dimana saja dan kapan saja secara lengkap dan terkini. Informasi yang
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diperoleh dari website diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya Informasi dan pengetahuan

yang diperoleh diinginkan agar wajib pajak selalu mengingat kewajibannya.

2.2.6 Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi, karena

semakin tinggi tingkat pengetahuan maka tingkat kepatuhan juga akan
tinggi. (Azmi, 2018), mendefinisikan bahwa pengetahuan perpajakan
merupakan pengetahuan yang harus dimiliki meliputi paham akan ketentuan
umum dalam pajak, jeni-jenis aturan yang berlaku, subjek objek pajak, tarif
yang pajak yang berlaku, tata cara penghitungan sampai dengan pelaporan
perpajakan.

Hal yang paling mendasar dalam pengetahuan perpajakan dapat
diperoleh wajib pajak melalui pendidikan secara resmi maupun tidak resmi,
dengan terpenuhinya pendidikan formal maupun non formal terkait pajak
akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Siahaan & Paskah, 2022).
Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan perpajakan adalah dengan
penyuluhan melalui sosialisasi yang dilakukan rutin akan meningkatkan
pemahaman terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat memaksimalkan
tingkat kepatuhan.

pengetahuan adalah kunci bagi seorang wajib pajak, Undang-undang
nomor 28 tahun 2007 dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan yang berisikan mengenai tatacara perpajakan. Untuk
meningkatkan transparansi dalam bidang administrasi, meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dan profesionalisme Direktorat maka diterbitkan
ketentuan umum dan perpajakan.

Terdapat dua fungsi perpajakan di Indonesia, yang pertama berupa
fungsi penerimaan (budgetair) yang digunakan oleh Negara untuk mendanai
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran belanja negara. Dan fungsi mengatur
(reguler), yang digunakan negara untuk menyelenggarakan kebijakan-

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia menerapkan sistem
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berupa self assessment system, yaitu prosedur perpajakan dimana tanggung
jawab untuk menghitung,membayar dan melaporkan sendiri kewajiban
perpajakan nya. Sehingga ketika tidak memiliki pengetahuan bisa jadi akan
mendapati kekeliruan.

2.2.7 Modernisasi Perpajakan
Selain sosialisasi dan pengetahuan perpajakan, terdapat salahsatu

faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi
sistem administrasi perpajakan. yang mana bertujuan untuk terus
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mencapai pada titik tertinggi
dan berupaya untuk membuat wajib pajak percaya terhadap administrasi
perpajakan yang berlaku (Nurfauziah & Hak, 2017). Definisi modernisasi
sistem administrasi perpajakan adalah, perubahan yang digarap oleh
direktoraat jenderal pajak dalam bidang administrasi perpajakan agar lebih
terbuka dan akuntabel dengan mengikuti perkembangan (Farandy, 2018).
Modernisasi- administrasi perpajakan yang dilakukan meliputi tiga pilar
yaitu pada bagian administrasi, bagian peraturan dan bagian pengawasan
(Ramdan, 2017).

Langkah yang ditempuh guna memodernisasi sistem tersbut yaitu
dengan cara menciptakan sebuah inovasi salah satunya adalah dalam bidang
administrasi. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi
perpajakan mengikuti perkembangan zaman dengan cara menciptakan suau
pembaharuan seperti pelaporan pajak secara online dengan e-filling dan e-
spt, pembayaran pajak menggunakan e-biling dan e-payment, serta registrasi
yang dapat dilakukan dengan e—registrasi (Lubis & Hidayat, 2019).

Sedangkan modernisasi dalam bidang peraturan yaitu melakukan
amandemen terhadap undang-undang guna memberikan kepastian hukum,
menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang,
mengurangi  biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan dan
meningkatkan penerimaan pajak. Bidang pengawasan dengan membangun

bank data perpajakan nasional, bank data memadukan secara otomatis data
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baik yang bersifat finansial maupun non finansial di luar aparat pajak ke
dalam bank data tersebut secara terpusat, kemudian adanya pencocokan data
lawan transaksi dengan SPT wajib pajak. Dengan mekanisme tersebut akan
dengan mudah mendeteksi kecurangan dan menciptakan kondisi wajib pajak
harus jujur secara sistem, bukan hanya kecurangan dalam pajak yang dapat
terdeteksi namun korupsi mungkin saja juga dapat terdeteksi (Mahadi,
2020).

Modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan
skema terhadap perubahan di bidang administrasi perpajkan yang memiliki
tujuan mengubah pola pikir dan perilaku aparat sehingga terwujud
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga profesional dan
terpandang di mata masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya
modernisasi administrasi perpajakan adalah simplicity, yaitu dengan adanya
bantuan dari Account Representative maka alur pengerjaan menjadi lebih
mudah. Dan certainity, yaitu dalam pelaksanaan peraturan perpajakan
didukung oleh kanwil bagian bidang pelayanan dan penyuluhan serta seksi

pelayanan di KPP.

2.2.8 Persepsi Wajib Pajak
Persepsi pajak memiliki peran yang cukup penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi sendiri adalah kemampuan
berfikir otak untuk mengartikan stimulus yang diterima. Terdapat dua
perbedaansudut pandang dalam penginderaan yaitu, tanggapan atau persepsi
atas sesuatu yang baik atau disebut sebagai positif dan persepsi atau
tanggapan negatif yang dapat mempengaruhi tindakan suatu individu.
Sugihartono (2017) dalam (Sugiarti, 2020). Sedangkan definisi wajib pajak
menurut UU Nomor 16 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pemungut, pemotomg, dan pembayar pajak, yang memiliki hak dan
kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Persepsi wajib pajak yaitu respon terkait peraturan perpajakan yang

menyatakan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan peraturan sesuai
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kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Mulyaningrum, 2018). Terdapat
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak yaitu faktor
pengetahuan/pemahaman terdiri dari pengetahuan atas hukum pajak materiil
dan hukum pajak formil, dan faktor psikologis yang dipengaruhi oleh
sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan pajak
(Maulida, 2018)

Pengaplikasian PP nomor 23 tahun 2018 sudag dirasakan oleh
UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka merasa senang dikarenakan
adanya penurunan tarif. Namun di tahun 2021 wajib pajak harus kembali
menggunakan peraturan sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36
tahun 2008. Di tahun 2021, wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) sudah harus memakai skema Pasal 17 UU Pajak Penghasilan
nomor 36 tahun 2018, wajib pajak badan tersebut sudah memahami
kewajiban nya meskipun harus menggunakan jasa konsultan, sehingga dapat
disimpulkan bahwa penggunaan kembali pasal 17 UU PPh nomor 36tahun
2018 tidak terlalu sulit dilakukan untuk wajib pajak badan lain seperti

Firma, CV dan Koperasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Variabel Hasil Penelitian
(Tahun)

1. (Sularsih, Variabel terikat Penerapan PP | Hasil penelitian ini
2018) 23 tahun 2018 mengungkapkan variabel

Variabel bebas Peningkatan | penerapan PP 23 tahun 2018
pajak UMKM berpengaruh pada meningkatnya
pajak UMKM di Kota Malang.

2 (Syaputra, dependentvariable kepatuhan | 1. Persepsi wajib pajak memiliki
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2019) wajib pajak pengaruh  positif  terhadap
independent variable persepsi kepatuhan wajib pajak
wajib pajak atas penerapan PP | 2. Pemahaman terhadap
no 23 tahun 2018, pemahaman peraturan perpajakan
perpajakan, sosialisasi berdampak positif terhadap
perpajakan. kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi perpajakan tidak
dapat membangun hubungan
antara persepsi wajib pajak
terhadap  perubahan  yang
terjadi
(Sugiarti, Variabel terikat (dependent | Hasil ~ dari  penelitian  ini
2020) variabel)  kepatuhan  wajib | mengemukakan bahwa, peralihan
pajak aturan perpajakan berupa PP no
Variabel bebas (independent | 46 tahun 2013 menjadi PP no 23
variable) persepsi wajib pajak | tahun 2018 memiliki efek yang
mengenai peralihan PP no 46 | positif dan signifikan terhadap
Tahun 2013 menjadi PP no 23 | kepatuhan wajib pajak.
Tahun 2018
(Novitasari Variabel terikat (dependent | Hasil penelitian mengemukakan
dkk., 2021) variable) ~ kepatuhan  wajib | bahwa, variebel pengetahuan
pajak pajak dan sosialisasi  pajak
Variabel bebas (independent | memiliki  pengaruh  terhadap

Variable) Pengetahuan Pajak

dan Sosialisasi Pajak

kepatuhan wajib pajak.

(Anggraeni &
Lenggono,
2021)

Variabel terikat (dependent
variable) kepatuhan  wajib
pajak

Variabel bebas (independent

variable) Implementasi PP no

Hasil

mengungkapkan

dari  penelitian  ini

bahwa,
implementasi PP nomor 23 tahun
2018, pemahaman perpajakan dan

modernisasi sistem administrasi
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23 tahun 2018, pemahaman | perpajakan berpengaruh terhadap
perpajakan, dan modernisasi | kepatuhan wajib pajak.
sistem administrasi

perpajakan.

6 (Risa & Sari | Variabel terikat (dependent | Hasil penelitian mengungkapkan
Puspita, variable) kepatuhan wajib | bahwa, penerapan PP 23 tahun
2021) pajak 2018 dan sistem perpajakan
Variabel bebas (independent | berpengaruh  positif  terhadap
variable) Penerapan PP 23 | kepatuhan perpajakan.

tahun 2018 dan modernisasi

sistem perpajakan

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis.

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Atas Berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan pengetahuan
perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak, dengan tujuan wajib pajak
mengetahui segala peraturan sampai dengan tata cara pelaporan perpajakan
sesuai metode-metode yanbenar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Dalam
Theory of reasoned action (TRA) individu akan melakukan sesuatu jika
mendapat dorongan yang berasal dari luar diri individu tersebut (norma
subjektif). Adanya sosialisasi pajak akan menjadikan wajib pajak memiliki
sudut pandang yang baik. Dengan demikian akan memunculkan motivasi
dan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak.

Pengkajian oleh (lIzza dkk., 2020) memaparkan, sosialisasi memiliki
pengaruh yag baik pada kepatuhan wajib pajak dan dalam kajian lain yang
dilakukan oleh (Novitasari dkk., 2021), menunjukan bahwa sosialisasi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik
kesimpulan adanya sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan perpajakan
masyarakat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis

pertama penelitian ini adalah
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H: : Sosialisasi atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun

2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan atas berakhirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan dalam hal ini dinilai dari seberapa paham wajib
pajak dalam proses kewajiban pajak terutangnya. Ketika tingkat
pengetahuan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan
meningkat. Hal ini didukung oleh Theory of Planned Behaviour yang
terhubung dengan behavioral belief yaitu menerangkan mengenai sikap
individu, dimana sikap tersebut akan mempengaruhi ambisi individu dalam
bertindak dan mencari tahu hasil atas tndakan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan ketika tingkat pengetahuan wajib pajak
tinggi maka akan dibarengi dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.
Dalam kejian terdahulu yang dilakukan oleh (Soda dkk., 2021), dan
(Novitasari dkk., 2021), pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu
maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah
H2 : Pengetahuan Perpajakan Atas Berakhirnya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak.

2.3.3 Pengaruh Maodernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasar Theory of Planned Behaviour serta adanya normative belief

Dengan kata lain, ekspektasi yang dirasakan dari satu atau lebih individu
untuk menerima perilaku ini dan memberikan insentif untuk meningkatkan
pemenuhan  kewajiban perpajakannya mempengaruhi  modernisasi
perpajakan.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
seperti Sistem administrasi perpajakan. Dalam program reformasi salah satu

diantaranya adalah memodernisasi administrasi peprajakan. Oleh karena itu
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dilakukan perbaikan atau perluasan sistem administrasi agar lebih efisien
dan meringankan wajib pajak

Risa & Sari Puspita, 2021 dan Anggraeni & Lenggono, 2021, dalam
penelitiannya menyatakan bahwa modernisasi memiliki pengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga setelah menganalisis teori dan
penelitian terdahulu hipotesis ketiga penelitian ini adalah
Hs : Modernisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi berdasarkan Theory of Planned Behaviour menjelaskan,
suatu tingkah laku berawalan dari niat (Ajzen, 1991). Niat dalam
berperilaku sendiri terbentuk dari sikap terhadap perilaku normatif sosial
dan mengendalikan perilaku yang dipersepsikan oleh individu. Apabila
konsekuensi dari sebuah tindakan memiliki dampak positif maka terdapat
kemungkinan-bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, namun sebaliknya
jika tindakan yang dilakukan akan berdampak negative maka kemungkunan
yang terjadi adalah tindakan tersebut tidak akan dilakukan.

Dalam penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2020),
menjelaskan, dengan adanya peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 memiliki
pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dalam peralihan Peraturan
yang dilakukan tersebut terjadi penurunan tarif. Sedangkan dalam penelitian
ini meneliti mengenai berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun
2018 dan penggunaan kembali pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Dimana terjadi kenaikan tarif.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis keempat dalam
penelitian ini adalah
Ha : Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23

tahun 2018 Berpengaruh negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
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2.4 Kerangka Pemikiran

Sesuai yang telah di uraikan diatas, factor-faktor yang diprediksi
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi, pengetahuan,
modernisasi, serta persepsi yag ditunjukkan dengan hipotesis satu sampai

hipotesis empat.

“Analisis Pengatuh Sosialisasi, Pengetahvan Perpajakan, Modermsasi, dan Persepsi Pelaku
Usaha Miere Eecil Menengah (UREM) Ataz Berabhirnya PP Nomer 23 tahun 2018 dan
Pengarvhnya Terhadap Eepatuhan Wanh Pajak”™ (Studt Easus Pada Wanb Pajak TMER IDi
Eota Semarang)

Sosialisasi
x| \

Pengetalman |
| X2 I
I

Kepamhan Wajib Pajak
.

Maodemisast
i o
\ |

e .

Persepsi I
xd

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam pengkajian yang dilakukan ini digunakan metode kuantitatif, metode
tersebut merupakan pendekatan untuk menilai sebuah hipotesis, pendekatan ini
dipergunakan untuk mengkaji sebuah sampel maupun populasi serta dalam
pengkajian ini data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono,
2019). Jenis penelitian ini berupa eksplanasi atau explanatory research yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel serta menjelaskan
kedudukan suatu variabel. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini guna
menjelaskan adanya hubungan serta pengaruh antara variabel bebas dan terikat

sebuah hipotesis (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel
3.2.1 Populasi

Populasi merupakan daerah general atas sebuah objek maupun subjek yang
dalam wilayah tersebut memiliki batasan akan kuantitas dan karakteristik, serta
dalam wilayah tersebut digunakan peneliti untuk penarikan kesimpulan atas
sesuatu yang sedang dipelajari (Sugiyono, 2019). Dalam kajian ini populasinya
yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Semarang tahun 2021 di bulan januari, tercatat 17.602 UMKM yang

terdaftar dalam website Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang.

3.2.2 Sampel
Definisi dari sampel yaitu komponen dari total serta sifat dari populasi

yang ada. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan
sampe dengan Kriteria tertentu. Kriteria yang akan diambil dalam penelitian ini
memiliki pertimbangan yang telah dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik
sampel. Adapun Kriteria tersebut adalah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Semarang, serta UMKM dengan pelaporan skema PPh pasal 23
tahun 2018

24
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Dalam kajian ini diguakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel

minimal yang dapat digunakan. Rumus perhitungan slovin untuk sampel yang

diketahui total populasi nya adaah:

3.3

0= v
Keterangan:
n = Banyak sampel
N = Banyak Populasi
E = Error Margin
Sehingga, dapat dihitung, dari jumlah populasi sebesar 17.602 UMKM di
Kota Semarang, dan error margin yang telah ditentukan sebesar 10% atau 0,1

maka,
1.7602
n =
1 +17:602 (0,1)2
17602
" T 1T 17602
1.7602
n =
177.02

n = 99,43 dapat dibulatkan menjadi 100
Dari hasil rumus slovin, dapat ditentukan bahwa 100 pengkajian yang

dilakukan memerlukan 100 responden UMKM di Kota Semarang.

Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2019) informasi yang bersifat primer diperoleh dengan

cara memberikan suatu hal yang dibutuhkan secara langsung kepada pengumpul

data. Di pengkajian ini data primer diperoleh melalui cara membagikan kuesioner

kepada wajib pajak UMKM yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2018.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi, dalam penelitian ini, metode

penghimpunan data yang peneliti gunakan berupa kuesioner. Kuesioner dilakukan

dengan mengumpulkan data dengan memberikan angket yang berisi pertanyaan
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maupun pernyataan pada selembar kertas kepada responden untuk diisi

(Sugiyono, 2019), dapat diberikan secara langsung, atau melalui internet.

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Penelitian
Terdapat dua jenis variabel dalam pengkajian ini yaitu:

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependent menurut (Sugiyono, 2019), adalah variabel yang menjadi
akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam pengkajian ini kepatuhan

wajib pajak merupakan variabel terikat.
2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independent menurut (Sugiyono, 2019), adalah variabel yang dapat
mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Sosialisasi,
pengetahuan perpajakan, modernisasi dan persepsi wajib pajak merupakan

variabel independen adalah dalam penelitian ini.

3.5.2 Indikator Variabel
a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel independen
(x1). Menurut (Handayani & Sihar, 2016), sosialisasi perpajakan merupakan
upaya dalam mengedukasi perpajakan agar masyarakat semakin mengerti baik itu
aturan maupun cara perpajakn. Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi
perpajakan akan memberikan informasi mengenai tata cara perpajakan sehingga
dengan sosialisasi yang efektif maka pengetahuan mengenai penting nya
membayar pajak akan tinggi.

Tolak ukur yang dapat digunakan sebagai parameter sosialisasi perpajakan
menurut (Haerina Desty, 2021), meliputi
1. wajib pajak menerima brosur terkait informasi mengenai ketentuan perpajakan
2. pemberian sosialisasi aturan dan tata cara perpajakan

3. wajib pajak menguasai hak serta kewajiban perpajakan lewat penyuluhan
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4. wajib pajak paham aturan yang berlaku dengan adanya sosialisasi
5. sosialisasi sudah dilakukan secara efektif dan tepat sasara
b. Pengetahuan Perpajakan

Dalam pengkajian ini pengetahuan perpajakan ialah variabel independen( x2)
konsep pengetahuan mewajibkan untuk mempunyai pengetahuan akan pertauran
umum serta tatacara perpajakan (Arifah dkk., 2017), Pengetahuan perpajakan
ialah pengetahuan yang dipunyai wajib pajak meliputi ketentuam umum dan, jenis
pajak yang berlaku, subjek objek pajak, tarif yang pajak yang berlaku, tata cara
penghitungan sampai dengan pelaporan perpajakan (Azmi, 2018).

Dengan menguasai peraturan umum Serta tatacara perpajakan menjadikan
meningkat nya kepatuhan perpajakan wajib pajak (Firli, 2021). pengetahuan
seperti syarat umum serta tata metode perpajakan, pengetahuan terkait batasan
waktu pembayaran serta pelaporan, pengetahuan akan sistem perpajakan
merupakan indikator pengukuran dalam pengetahuan perpajakan. (Setiyani dkk.,
2018).

c. Modernisasi

Dalam penelitian ini modernisasi merupakan variabel bebas vyaitu (x3),
pembaruan administrasi perpajakan diadakan guna mencapai kepatuhan wajib
pajak yang tinggi (Nurfauziah & Hak, 2017). Modernisasi perpajakan merupakan
perkembangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengikuti kemajuan teknologi
dengan pelayanan yang berbasis pada e-system seperti pelaporan dan pembayaran
pajak secara online.

Indikator pengukuran dalam modernisasi perpajakan menurut (Wahyuni, 2018)
dapat diukur dengan
1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah berbasis teknologi
komunikasi dan informasi
Modernisasi sudah efektif dan efisien
Modernisasi terkait sistem sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak

Modernisasi telah memberi banyak manfaat bagi wajib pajak

e b~ N

Persepsi
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Dalam penelitian ini persepsi merupakan variabel independen (x4), persepsi
diartikan dengan bagaimana wajib pajak memandang berakhirnya kebijakan PP
nomor 23 tahun 2017 dan kembali menggunakan pasal 17 UU PPh nomor 36
tahun 2018. Dalam mengukur variabel persepsi menurut (Saputri & Wahidahwati,
2019), dapat diukur 2 indikator yaitu (1) sikap atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan, (2) kemauan secara teknis berkaitan dengan
peraturan penggantinya.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Disebabkan karena adanya kepedulian wajib pajak yang tinggi, hukuman bagi
wajib pajak yang tidak patuh, dan kualitas pelayanan yang baik (Mertawan &
Darma, 2021). Indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menurut
(Suyanto dkk., 2016), yaitu (1) Pembayaran pajak sesuai tenggat waktu yang
diberikan. (2) Pembayaran tanpa ada pemaksaan. (3) Kepatuhan terhadap
kewajibannya.

Kepatuhan adalah perilaku manusia yang berasal dari dorongan dari dalam diri
individu itu sendiri, dorongan muncul untuk memenuhi kebutuhan dalam diri
seseorang (Mariyani, 2020). Wajib Pajak yang tunduk, dan patuh dalam
memenuhi hak dan kewajibannya merupakan contoh dari perilaku yang

mencerminkan ttat pada pajak.

Tabel 3. 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

mengedukasi  Wajib Pajak perpajakan
tentang perpajakan dengan | 2) pemberian sosialisasi

memberikan pengetahuan perpajakan
tentang peraturan dan tata | 3) pemahaman hak dan
cara perpajakan. kewajiban perpajakan
melalui penyuluhan
4) pemahaman aturan

perpajakan dengan

Variabel Definisi Konsep pengukuran variabel Sumber
Sosialisasi Sosialisasi perpajakan | 1) wajib pajak menerima | (Haerina
merupakan usaha Direktorat brosur terkait informasi | Desty, 2021)
Jenderal Pajak untuk mengenai ketentuan




adanya sosialisasi

5) sosialisasi yang dilakukan
sudah efektif dan tepat
sasaran
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Pengetahuan
Perpajakan

Pengetahuan perpajakan
merupakan pengetahuan akan
peraturan perpajakan,
prosedur perpajakan, fungsi
pajak, dan metode perpajakan
di indonesia sebagai dasar
bagi wajib pajak dalam
bertindak, serta untuk
menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan nya

indikator pengukuran
pengetahuan perpajakan:
pengetahuan akan ketentuan
perpajakan, pengetahuan
akan batas waktu
pembayaran dan pelaporan,
pengetahuan akan sistem
perpajakan

(Setiyani

dkk., 2018)

Modernisasi

administrasi pajak
merupakan modernisasi
perpajakan yang dilakukan
oleh DJP vyang sejalan
dengan kemajuan teknologi
dan  komunikasi,-  dengan
memperbaiki sistem
administrasi perpajakan agar
lebih efektif dan efisien,
dengan tujuan memperbaiki
kepatuhan wajib pajak.

Indikator pengukuran

modernisasi perpajakan

1. Modernisasi sistem
administrasi  perpajakan
telah berbasis teknologi
komunikasi dan informasi

2. Modernisasi  tergolong
praktis

3. Modernisasi yang
sederhana dan mudah
dimengerti oleh wajib
pajak

4. Modernisasi telah
memberi banyak manfaat
bagi wajib pajak

(Wahyuni,
2018)

Persepi

Persepsi atas berakhirnya PP
nomor 23 tahun 2018 adalah
pandangan atas  adanya
perubahan yang dapat
mendorong sikap wajib pajak
dalam menanggapi
perubahan peraturan tersebut
dan kesanggupan untuk tetap

persepsi diukur dengan

1. sikap wajib pajak
terhadap berakhirnya
peraturan tersebut

2. kemauan wajib pajak
secara teknis atas
peralihan aturan tersebut.

(Saputri

&

Wahidahwati,

2019)
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patuh.

kewajiban perpajakan nya waktu

berdasr dengan Undang- | 2. Membayar tanpa ada
Undang yang berlaku. Baik pemaksaan

kepatuhan formal maupun | 3. Kepatuhan terhadap
kepatuhan material. kewajiban pajak.

Kepatuhan | Meliput kondisi wajib pajak | Kepatuhan diukur dengan (Suyanto
wajib pajak | dalam memenuhi hak dan | 1. pembayaran pajak sesuai | dkk., 2016)

Dalam pengisian kuesioneryang telah disebar peneliti menggunakan skala likert
yang memiliki rasio 1 sampai 5. Skala likert merupakan pengukuran atas perilaku,
pandangan, dan persepsi -suatu individu atau -kumpulan individu akan suatu
fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Skala likert 1 menunjukan bahwa responden
sangat setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner, skala 2 menunjukan bahwa
responden setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner, skala 3 menyatakan
bahwa responden bersikap netral terhadap pernyataan dalam kuesioner, skala 4
menyatakan bahwa responden tidak setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner.
Dan skala 5 menyatakan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan

di dalam kuesioner.

3.6 Teknik Analisa
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini  berfungsi sebagai pengkaji data, memaparkan atau
menggambarkan data yang sudah dikumpulkan kecuali membuat suatu simpulan

yang bersifat general (Sugiyono, 2018).
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3.6.2 Uji Kualitas Data
3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji ini digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang disusun valid
atau tidak. serta untuk melihat persamaan data yang diperoleh peneliti secara
langsung pada subjek tertentu. Pengujian digunakan untuk mengukur kuesioner
yang digunakan valid atau tidak (Sugiyono, 2019). Dilakukan pembandingan
antara r hitung dengan r tabel. Kriteria uji tersebut adalah ketika r hitung > r tabel,
diketahui valid karena instrumen yang ada berhubungan signifikan terhadap skor
total. Jika r hitung < r tabel maka dikatakan tidak valid karena instrumen yang ada
tidak berinterelasi signifikan terhadap skor total. Uji coba validitas dalam
penelitian ini menggunakan bantuan SPSS yaitu sebuah alat uji
3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut (Sugiyono, 2018), uji reabilitas dalam penelitian ini
menggunakan alat bantu berupa SPSS, uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi
dan stabilitas data atau temuan. Suatu data yang digunakan harus memiliki sifat
reliabel, karena apabila data tersebut bersifat reliabel maka akan menghasilkan
kesimpulan yang bias. Guna menghitung reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Dalam uji reliabilitas dilakukan uji
statistic dengan alat uji SPSS yang digunakan untuk mengukur masing-masing
kuesioner, suatu Kuesioner disebut reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha >
0,7.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuannya untuk menghindari timbulnya penyimpangan, pengujian ini perlu
dilakukan dengan tujuan kriteria BLUE (Best, Liniear, Unbiased Estimator)
didalamnya terdiri dari beberapa pengujian seperti uji normalitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Dalam pengkajian ini peneliti menggunakan

alat uji SPSS agar memperoleh hasil model regresi yang baik.

3.6.3.1 Uji Normalitas
Memiliki tujuan untuk mengetahui dalam sebuah model regresi nilai

residual dari regresi mempunyai persebaran yang biasa atau tidak biasa. Jika
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distribusi yang dihasilkan dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap
berdistribusi normal maka dapat disebutkan ada masalah terhadap asumsi

normalitas. Metode yang dipilih yaitu Kolmogorov—Smirnov.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi terjadi ketidaksamaaan

varians residual dalam sebuah peninjauan ke pegamatan lain. Dalam suatu
penelitian model yang berlaku adalah yang non-heteroskedastisitas. Digunakan
metode grafik scatterplot dalam uji heteroskedastisitas di penelitian ini.

Dasar pengambilan keputusan dengan grafik scatterplot yaitu apabila
terdapat pola seperti titik-titik dan teratur (menyempit, bergelombang kemudian
menyebar) sehingga dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan
apabila tidak ada pola yang nyata dan titik-titik yang ada menyebar maka tidak

terjadi heteroskedastisitas

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas
Bertujuan untuk menilai adakah hubungan antar variabel independen.

Menurut (Ghozali, 2018), dilakukan nya uji ini adalah guna memastikan apakah
model regresi dalam penelitian ini ditemukan adanya korelasi antara variabel
dependen. Dikatakan bahwa sebuah model regresi yang bagus didalamnya tidak
terdapat korelasi diantara variabel independen. Hasil uji dipaparkan melalui nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor (\VIF). jika VIF<10, maka tidak terdapat
multikolinearitas, namun jika VIF>10 disimpulkn terdapat multikolinearitas

dalam data tersebut.

3.6.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Dalam pengkajian ini digunakan Analisis Regresi Linier Berganda,

menurut (Suharyadi & Purwanto, 2004), regresi linier memiliki tujuan untuk

menganalisis seberapa besar hubungan dan dampak variabel independen yang

jumlah nya lebih dari dua variabel. Pola regresi linier berganda dapat dirumuskan:
Y=o+ X1+ p2Xo+ 3 X3+ paXa+e

Keterangan
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Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta

S1234 = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Perpajakan
X2 = Pengetahuan Perpajakan
X3 = Modernisasi

X4 = Persepsi

e = error

3.6.4 Uji Kebaikan Model
3.6.4.1 Uji F (Godness of Fit)

Uji F menurut (Ghozali, 2018), dipergunakan untuk mengetahui atau
menguji bagaimana sebab variabelbebas secara simultan terhadap variabel terikat.
Pengukuran ketepatan fungsi regresi dari sebuah sampel dapat diukur dengan
Goodnes of Fit-nya atau dengan nilai statistik F nya. Uji ini digunakan untuk
mengetahui apakah variable dependen (YY) -berhubungan segaris terhadap
Sosialisais (X1), Pengetahuan perpajakan (X2), Modernisasi (X3), Persepsi (X4).
Dengan kriteria pengambilan keputusan ketika F > 4 maka, HO akan ditolak
dengan batas minimal derajat kepercayaan sebesar 5%. Atau dengan cara
menerima hipotesis alternative yaitu keseluruhan variabel independen disaat
bersamaan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi pada uji F sebesar 5%. Dengan kriteria pengambilan
keputusan F < 0,05 maka, hipotesis diterima memiliki arti keseluruhan variabel
indepeden bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria lain yang
dapat digunakan adalah dengan uji statisik F dengan Kkriteria pengambilan
keputusan ketika F hitung > F tabel dapat dikatakan signifikan dan apabila F
hitung < F tabel maka dapat dikatakan tidak signifikan.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi
Menurut (Ghozali, 2018), adalah pengujian guna mendapatkan hasil

besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai nya terdapat pada rentang nol sampai satu. semakin kecil nilai koefisien
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determinasi memperlihatkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasi, sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan sebagian

besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Hipotesis dengan Uji t
Pengujian signifikansi dipergunakan guna melihat sebesar apa efek dari
setiap variabel bebas terhadap variabel terikat yang juga dilakukan dengan melihat
nilai probabilitas nya. Dalam pengeujian hipotesis penelitian ini menggunakan
bantuan program SPSS. Adapun Kriteria suatu hipotesis dapat diterima atau
ditolak menurut (Ghozali, 2018), adalah
1. Pengaruh sosialisasi atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun
2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
HO = B1 < 0, artinya sosialisasi atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor
23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ha = 31 > 0, artinya sosialisasi atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor
23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah
nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
HO = B2 < 0, artinya pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.
Ha = B2 > 0, artinya pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.
3. Pengaruh modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah
nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
HO = B3 < 0, artinya modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.
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Ha = B3 > 0, artinya modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.

4. Pengaruh persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor
23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
HO = B4 < 0, artinya persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.
Ha = B4 >0, artinya persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.

- Apabila tingkat signifikansi < 5%, Ho ditolak dan Ha diterima

- Apabila tingkat signifikansi > 5%, Ho ditolak dan Ha diterima
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum dari Objek Pengkajian

4.2 Deskripsi Sampel

Dalam kajian ini digunakan data berjenis data primer, dan teknik purposive
sampling digunakan untuk mengambil sampel dengan kriteria berdasarkan
kesesuaian karakteristik sampel. Adapun kriteria tersebut adalah UMKM yang
masuk di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta UMKM yang
menggunakan skema PPh pasal 23 tahun 2018. Sampel dalam pengkajian ini
adalah pelaku UMKM dengan pengguna skema PP.nomor 23 tahun 2018. Sampel
minimal yang dignakan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin yang
digunakan untuk menetapkan ukurn contoh minimal pada penelitian survey yang
digunakan untuk memperoleh estimasi proporsi pada populasi terbatas. Dari
sebanyak 17.602 UMKM yang masuk pada website Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Semarang peneliti mengambil contoh sampel sebanyak 100 responden.
Dalam pengkajian .ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara online
dengan menggunakan link google form yang disebar melalui whatsapp serta
melakukan penyebaran kuesioner secara langsung di Kantor Pajak Pratama di
Semarang. Proses penyebaran kuesioner dilakukan selama 3 bulan yang dimulai
dari bulan mei sampai dengan bulan juni tahun 2022. Berikut rincian data dalam

penyebaran kuesioner yan sudah dilakukan

Tabel 4.1

Hasil Pembagian Kuesioner

Nomor Keterangan Jumlah
1 Kuesioner tersebar 225
2 Kuesioner yang tidak dikembalikan | 111

3 Kuesioner dikembalikan 114
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4 Kuesioner yang digunakan sampel 100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Sesuai dengan tabel 4.1kuesioner tersebar sebanyak 225, yang kembali
sebanyak 114, yang tidak dikembalikan sebanyak 111, dan sebanyak 100

kuesioner yang digunakan sebagai sampel.

4.3 Deskripsi Identitas Responden

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian yang telah
dilakukan maka, penyajian data informasi yang berkaitan dengan data pribadi
responden disajikan dengan beberapa karakteristik sebagai berikut
1. Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Data yang disajikan dengan karakteristik berdasarkan jumlah karyawan
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah rata-rata karyawan yang
menggunakan skema PP nomor 23 tahun 2018. Menurut (Haryadi, Chotim, &
Maspiyati, 1998) mengatakan bahwa, suatu usaha memiliki tiga fase dalam
perkembangan nya vyaitu fase rintisan, fase berkembang, dan fase akumulasi
modal. Fase rintisan suatu usaha memiliki karyawan yang berjumlah 1-5 orang,
fase berkembang memiliki karyawan berkisar 5-10 orang, sedangkan fase
akumulasi modal memiliki karyawan lebih dari 10 orang. Berikut adalah rician

data responden berdasarkan jumlah karyawan:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan
Jumlah Karyawan Frekuensi
1-5 29
6-10 27
11-15 28
>15 16
Total 100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022
Berdasar tabel yang telah dipaparkan, memperlihatkan jika narasumber

yang memiliki karyawan sebanyak 1 sampai 5 orang berjumlah 29 orang, untuk
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responden yang memiliki karyawan sebanyak 5 sampai 10 berjumlah 27 Orang,
responden yang memiliki karyawan sejumlah 11 sampai 15 orang adalah
sebanyak 28 orang, dan responden yang memiliki karyawan sebanyak >15 orang
sebanyak 16 orang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM di Kota
Semarang berdasarkan jumlah karyawan tidak ada yang mendominasi.
2. Responden Berdasarkan Jumlah Omzet Pertahun
Penyajian data berdasarkan jumlah omzet pertahun digunakan untuk
mengetahui seberapa banyak jumlah omzet yang diperoleh UMKM dalam
menjalankan aktivitas produksi. Penyajian data berkaitan dengan variabel
persepsi, UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar dapat menggunakan
skema PP nomor 23 tahun 2018, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi

responden terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penjualan Pertahun
Omgzet Penjualan Jumlah
0-50.000.000 16
50.000.000-1.000.000.000 20
1.000.000.000 — 4.800.000.000 64
Total 100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022

sesuai dengan tabel yang dipaparkan responden berdasar omzet 0-50.000.000
adalah sebanyak 16 UMKM, untuk responden yang memiliki omzet 50.000.000 —
1.000.000.000 sebanyak 20 UMKM, dan responden yang memiliki omzet sebesar
1.000.000.000 — 4.800.000.000 adalah sebesar 64 UMKM. Kesimpulan yang
dapat diambil bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di kota semarang
mendapatkan omzet sebesar 1.000.000.000 sampai dengan 4.800.000.000. dan

dapat menggunakan skema PP nomor 23 tahun 2018.

5. Responden berlandaskan lama usaha
Penyajian tabel dibawah 4.4 dipaparkan pengelompokan responden berdasar

lama usaha yang dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari
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kurang darii 3 tahun, 3-10 tahun, >10 tahun. Lama usaha memiliki kaitan dengan
lamanya seseorang dalam menekuni usahanya. menurut (Herman, 2020), dalam
menjalankan usaha dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang akan
diperoleh pelaku usaha, dimana semakin lama usaha dijalankan maka semakin
banyak pengetahuan akan peluang yang ada untuk terus berkembang dan

meningkatkan pendapatan.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha Jumlah
< 3 tahun 8
3-10 tahun 44
>10 tahun 38
Total 100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022
Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas lama berdiri usaha responden
sebanyak 44 yaitu selama 3-10 tahun, kemudian sebanyak 38 responden dengan
lama usaha >10 tahun, dan 8 responden yaitu dengan lama usaha < 3 tahun.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama usaha di dominasi oleh wajib pajak

dengan lama usaha 3 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun.

4.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Gambaran variabel atau deskripsi variabel digunakan untuk memperoleh
informasi yang terbagi dalam beberapa kategori terhadap jawaban dari responden
yang berkaitan dengan variabel sosialisasi, pengetahuan, modernisasi dan persepsi
atas berakhir nya PP nomor 23 tahun 2018. Dilakukan dengan menggunakan skala
likert yang memiliki rentang 1 sampai dengan 5. Skala likert merupakan
pengukuran atas perilaku, opini, dan pandangan suatu individu atau sekkumpulan
individu akan suatu gejala social. Besarnya respon dari responden berdasarkan

penelitian pada data skala likert yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.5



Pengukuran Skala Likert VVariabel Sosialisasi, Modernisasi dan Persepsi.

Jawaban Keterangan Skor
SS Sangat Setuju 5
S Setuju 4
N Netral 3
TS Tidak Setuju 2
STS Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.6

Pengukuran Skala Likert VVariabel Pengetahuan Perpajakan

Jawaban Keterangan Skor
ST Sangat Tahu 5
e Tahu 4

N Netral 3
TT Tidak Tahu 2
- Sangat Tidak Tahu 1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.7

Pengukuran Skala Likert Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Jawaban Keterangan Skor
SP Sangat Patuh 5
P Patuh 4
N Netral 3
TP Tidak Patuh 2
STP Sangat Tidak Patuh 1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Berikut rumus guna mengetahui rentang skala responden

Bumus Interval I =

100

jumlah skor




Penyelesaia Akhir =

Total Skorper indikator

total skor tertinggi (likert)

_ 3% —
Contoh == o5 ¥ 100 = 79,804

x 100
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Sesuai dengan hasil dari rumusan skala diatas, sehingga dapat diketahui

bahwa angka indeks dapat dibagi menjadi 5 range. Berikut merupakan tafsiran

kelompok yang dapat dijadikan pedoman :

o w N RE

Range sangat baik atau sangat tinggi = Angka 80% - 100%

Range sangat tidak baik atau sangat rendah = Angka 0% - 19,99%
Range kurang baik atau rendah = Angka 20% - 39,99%
Range cukup baik atau cukup = Angka 40% - 59,99%

Range baik atau tinggi = Angka 60% - 79,99%

Berdasarkan pengelompokan sesuai dengan kategori diatas sehingga peneliti dapat

menentukan setiap .indeks persepsi atau tanggapan responden terhadap variabel

penelitian sebagai berikut

4.5 Sosialisasi

Tanggapan responden mengenai variabel sosialisasi dalam pernyataan yang

ada pada angket yang disebar. Ragam tanggapan responden pada variabel

sosialisasi dijelaskan pada tabulasi dibawah ini

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sosialisasi

2 3 4 5 ..
Statistic
Item STS TS CS S SS
F % F % F % F % f % | Total | mean | Presentase

X1.1 2 2 1 1 15 | 15 60 60 22 22 | 399 | 3,99 79,8
X1.2 2 2 6 6 10 | 10 52 52 30 30 | 402 | 4,02 80,4
X1.3 6 6 8 8 7 7 50 50 29 29 | 388 | 3,88 77,6
X1.4 2 2 4 4 12 | 12 52 52 30 30 | 404 | 4,04 80,8
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X15 | 2 2 5 5 12 | 12 | 44 | 44 | 37 | 37 | 409 | 4,09 81,8
X16 | 4 4 5 4 9 9 55 | 55 | 27 | 27 | 396 | 3,96 79,2
X17 | 5 5 9 5 11 | 11 | 42 | 42 | 33 | 33 | 389 | 3,89 77,8
X18 (11| 11 |13 | 11 |15 (15 | 29 (29 | 32 | 32 | 358 | 3,58 71,6
X19 | 7 7 11 7 14 | 14 | 40 | 40 | 28 | 28 | 371 | 3,71 74,2

Total 391 | 3,91 78.13

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Sesuai dengan tabel diatas, diambil simpulan bahwa pernyataan atau
indikator pertama variabel sosialisasi yaitu saya menerima brosur terkait
berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 sesuai range ke empat adalah tinggi dengan
skor 399 atau 79,8%, indikator kedua variabel sosialiasi yaitu Saya menerima
sosialisasi terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 melalui website DJP
memiliki skor 402 atau 80,4% yang berarti terdapat pada range ke lima yaitu
sangat tinggi. Pada indikator ketiga variabel sosialisasi yaitu Saya menerima
sosialisasi secara langsung terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan
penggunaan kembali pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 berada pada range ke
empat yaitu tinggi dengan nilai 388 presentase sebesar 77,6%. Kemudian pada
indikator ke empat variabel sosialisasi skor yang dihasilkan adalah sebesar 404
atau 80,8% yang mana terletak pada range ke lima yaitu sangat tinggi Pada
indikator ke lima variabel sosialisasi, hasil penliaian dari responden menunjukan
skor 409 atau 81,8% sehingga terletak pada range ke lima yaitu sangat tinggi.
Indikator ke enam variabel sosialisasi terdapat pada range ke empat yaitu tinggi
dengan skor 396 atau 79,2%. Terdapat skor sebanyak 389 atau 77,8% pada
indikator ke tujuh variabel sosialisasi terletak pada range ke empat yaitu tinggi
dengan skor 389 atau 77,8%. Indikator ke delapan variabel sosialisasi yang
berbunyi saya dapat melaporkan PPh terutang berdasarkan pasal 17 UU nomor 36
tahun 2008 karena informasi yang diperoleh dari sosialisasi memiliki skor
sebanyak 358 atau 71,6% dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu range ke

empat. dan pada indikator ke Sembilan variabel sosialisasi sosialisasi yang
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diberikan oleh DJP sudah efektif dan tepat sasaran memiliki skor 371 atau 74,2%

yang termasuk dalam range ke empat yaitu tinggi

Berdasarkan ke Sembilan indikator dalam variabel sosialisasi yang telah
dijabarkan, diketahui bahwa jumlah rata-rata dalam variabel sosialisasi diperoleh
angka sebesar 391. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan
responden terkait variabel sosialisasi tergolong dalam kategori tinggi. Karena itu
dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM mendapatkan sosialisasi terkait
berakhirya PP nomor 23 tahun 2018.

4.6 Pengetahuan
Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan didasarkan pada hasil
tanggapan responden terhadap kuessioner yang telah disebar. Ragam jawaban
informan dalam variabel pengetahuan dijelaskan seprti dibawah ini:
Tabel 4.9

Tanggapan Responden Mengenal Variabel Pengetahuan

1 2 3 4 5
Statistic
Item STS IS -5 S 5o
fl% | f| % | F| % [T | % | f | % |Total [ mean | Presentase
X21 | -] - - =\ "19 M9 45 | 45 536 W36 /| 417 | 4,17 83,4
X22 (1] 1 - - | 17| 10 |47 ( 47 {35] 35 | 415 | 4,15 83,0
X23 |- - - = 9 9 | 581 58 33133 | 424 | 4,24 84,8
X24 | - | - 3 3 |15 15 (52| 52 | 30| 30 | 409 | 4,09 81,8
X25 (91 9 | 4| 4 (31] 31 |22 22 (34| 34 | 368 | 3,68 73,6
X26 | - | - 2 2 7 7 |56 56 | 35| 35 | 424 | 4,24 84,8
X271 | - - 3 3 9 9 [53]| 53 |35 35 | 420 | 4,20 84,0
X28 | - | - 4 |1 4 (17 17 | 46| 46 [ 33| 33 | 408 | 4,08 81,6
X29 | - | - 9 9 20| 20 [ 33| 33 | 38| 38 | 400 | 4.00 80,0
X210 | - | - - - 9 9 |[57| 57 | 34| 34 | 425 | 4,25 85,0
X211 3| 3 | 5 5 |16 16 [46 | 46 | 30| 30 | 395 | 3,95 79,0
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X2.12 5 5 |15 15 | 51| 51 | 28| 28 | 400 | 4.00 80,0
X2.13 10| 10 (20| 20 | 27| 27 | 35| 35 | 371 | 3,71 74,2
Total 406 81,1

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Dapat dilihat bahwa pernyataan dari indikator pertama pada variabel
pengetahuan yaitu pajak termasuk dedikasi wajib untuk negara oleh wajib pajak
baik perorangan maupun badan yang memiliki sifat memaksa dari hasil penelitian
diperoleh skor 417 atau 83,4% yang berarti terdapat pada range ke lima yaitu
sangat baik. kemudian pada indikator kedua variabel pengetahuan beraa pada
range ke lima, yaitu dalam kategori sangat baik dengan skor 415 atau 83%. Lalu
pada indikator ke tiga variabel pengetahuan berdasarkan hasil peneitian diperoleh
skor sebanyak 424 atau 84,8% yang termasuk dalam range ke lima yaitu sangat
baik. Lalu pada indikator ke empat variabel pengetahuan termasuk dalam kategori

ke lima yaitu sangat baik.

Dengan skor yang diperoleh 409 atau 81,8%. Pada indikator ke lima
variabel pengetahuan Tarif PPh terutang bagi Wajib pajak UMKM adalah sebesar
25%. Hasil penelitian menunjukan skor yang diperoleh 368 atau 73,6% yang
termasuk dalam kategori baik yaitu pada range ke empat Pada indikator ke enam
variabel pengetahuan vyaitu Pelaporan pajak dilakukan secara online dengan
menggunakan SPT berada pada range ke lima, dengan kategori sangat baik, dan
skor yang diperoleh sebesar 424 atau 84,8%. Kemudian pada indikator ke tujuh
variabel pengetahuan hasil penelitian menunjukkan skor sebesar 420 atau 84%
yang tergolong pada range ke lima yaitu sangat baik. Indikator ke delapan
variabel pengetahuan termasuk dalam range ke lima, yaitu sangat baik dengan
skor 408 atau 81,6%. Selanjutnya pada indikator ke Sembilan variabel
pengetahuan batas pelaporan SPT masa paling lama adalah tanggal 20 bulan
berkutnya hasil atau jumlah skor yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian
adalah sebesar 400 atau 80% yang termasuk dalam range ke empat yaitu baik
Pada indikator ke sepuluh variabel pengetahuan batas waktu pelaporan SPT

tahunan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir diperoleh hasil sebesar 425
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atau 85% yang tergolong dalam range ke lima yaitu sangat baik pernyataan
indikator batas waktu penggunaan skema PPh final PP nomor 23 taun 2018 bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 8 tahun temasuk dalam range ke empat yaitu
baik, dengan skor 395 atau 79%.

Pernyataan pada variabel pengetahuan dengan skor yang diperoleh hasil
penelitian yang telah dilakukan yaitu 400 atau 80% tergolong dalam kategori baik
yaitu pada range ke empat dan pada indikator ke tigabelas variabel pengetahuan
digolongkan dalam range ke empat yaitu baik dengan skor yang diperoleh 371
atau 74,2%.

Berdasarkan hasil jawaban setiap responden yang telah dijabarkan seperti
diatas terkait variabel pengetahuan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Maka
didapatkan rata-rata sebesar 406 81,2% vyaitu tergolong dalam kategori sangat
baik. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pengetahuan UMKM di Kota

Semarang terkait pengetahuan perpajakan tergolong sangat baik.

4.7 Modernisasi

Analisis atas jawaban responden pada variabel modernisasi yang didasarkan

pada jawaban responden terhadap kuessioner yang telah disebar dijelaskan seperti

dibawah ini
Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Modernisasi
L 2 S 4 > statistik
Item STS TS CS S SS
fl % | f|] % | f| % | f| % | f | % |total | mean | Presentase

X3.1]| - - - - (22 22 | 43| 43 | 35| 35 | 413 | 4,13 82,6
X321 3| 3 |5 5 (17| 17 | 45| 45 [ 30| 30 | 394 | 3,94 78,8
X33 - - 9| 9 | 13| 13 (47| 47 | 31| 31 | 400 | 4,00 80,0
X34120| 20 |19 19 | 6 6 |18 | 18 [ 37| 37 | 333 | 3,33 66,6

Total 385 | 3,85 77,0

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022
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Beralaskan tabel4.10 variabel pertama saya melakukan pelaporan pajak
secara online melalui e-spt termasuk di range ke lima yaitu sangat tinggi
perolehan skor sebesar 413 atau 82,6%. Kemudian pada variabel saya melakukan
pembayaran secara online melalui teller bank, internet banking, dan ATM.
Dengan skor yang dihasilkan yaitu 394 atau 78,8% tergolong pada range ke empat
yaitu tinggi. Selanjutnya, pada variabel menurut saya pelaporan pajak secara
online sudah efektif dan efisien diketahui termasuk dalam kategori range ke
empat yaitu tiggi dengan perolehan skor sebesar 400 atau 80%. Dan pada variabel
ke empat indikator modernisasi Modernisasi perpajakan menjadikan saya semakin
patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Tergolong pada kategori tinggi

yaitu pada range ke empat dengan skor sebesar 333 atau 66,6%.

Berlandaskan jawaban setiap penanggap terkait variabel modernisasi maka
didapatkan rata-rata sebesar 385 atau 77% yang apabila dikategorikan termasuk
dalam Kkategori tinggi. Sehingga dapat diartikan modernisasi mempengaruhi
kepatuhan wayjib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang.

4.8 Persepsi

Analisis mengenal variabel persepsi yang didasarkan pada jawaban responden

atas kuessioner yang disebar dijelaskan dibawah:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Persepsi
1 2 3 4 5 o
Statistic
Item STS TS CS S SS
fl% |[F| % |F| % | f| % f | % | total | mean | presentase

X41(11 | 11 | 28| 28 |41 41 | 9| 43 | 11| 11 | 281 | 2,81 56,2
X42 (2323 |25 25 |31 31 |7 | 45 |14 | 14 | 264 | 2,64 52,8
X43 (31|31 |25 25|14 14 |10| 47 | 20| 20 | 263 | 2,63 52,6
X44(25( 25 |31 |31 |14 14 |18]| 18 | 9 9 | 246 | 2,46 49,2
Total 264 | 2,64 52,7

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022
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Dipetik kesimpulan yaitu pernyataan Saya setuju atas berakhirnya PP nomor
23 tahun 2018 berada pada range ke tiga yaitu cukup baik, dengan skor sebesar
281 atau 56,2%. Kemudian pada pernyataan kedua Saya tidak terbantu dengan
adanya skema PPh final PP nomor 23 tahun 2018 dengan skor yang dihasilkan
berdasarkan kuessioner yang disebar termasuk dalam kategori cukup baik yaitu
pada range ketiga dengan skor 264 atau 52,8%. Lalu pada pernyataan Tarif yang
berlaku dalam skema PP nomor 23 tahun 2018 terlalu berat bagi saya terletak
pada range ke tiga yaitu dalam kategori cukup baik dengan skor 263 atau 52,6%.
Dan pada pernyataan terakhir variabel persepsi berada pada range ketiga yaitu
cukup baik dengan skor 246 atau 49,2%.

Dari jawaban keempat indikator tersebut diperoleh rata-rata dalam variabel
persepsi yatu sebesar 264 atau 52,8% yang dapat dikategorikan cukup baik.
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi WP UMKM atas berakhirnya

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tergolong cukup baik.

4.9 Kepatuhan Wajib Pajak
Analisis terhadap tanggapan informan variabel kepatuhan wajib pajak dengan

melihat kuessioner yang tersebar dijabarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
1 | 3 4 S
Statistic
Item STS TS e, S SS
fl%|F| % | F | % f | % | f| % |Total | mean | presentase
Y1 |-|-|0O - |18 18 (43| 43 | 39| 39 | 421 | 4,21 84,2
Y12 | - | - 1 1 |23 23 | 29| 29 | 47 | 47 | 422 | 4,22 84,4
YI3 (9|9 (13| 13 | 7 7 (30| 30 | 41| 41 | 381 | 3,81 76,2
X24 | -1 - | - - 21 | 21 [ 27| 27 | 52| 52 | 431 | 4,31 86,2
X253 3|5 5 3 3 |58 58 | 31| 31 | 409 | 4,09 81,8
X26 |- -| - - 23| 23 [ 31| 31 |46 | 46 | 423 | 4,23 84,6
X7 |{-1-1°9 9 |11 11 |44 | 44 | 36| 36 | 407 | 4,07 81,4




X28|||| |1o| 1o|35|35|55|55

445

4,45

48

89,0

Total

417

4,17

83,4

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Sesuai tabel 4.12, terlihat bahwa pernyataan pada indikator pertama
variabel kepatuhan wajib pajak dengan skor 421 atau 84,2% terdapat pada range
kelima yaitu sangat tinggi. Kemudian pada parameter kedua berada pada golongan
ke lima yaitu sangat tinggi dengan skor sebesar 422 atau 84,4%. Lalu pada
pernyataan saya melakukan pencatatan atas penghasilan yang saya terima dengan
skor 381 atau 76,2% sesuai jawaban responden terhadap kuessioner yang disebar
termasuk dalam range ke empat yaitu tinggi. Pada indikator ke empat kelompok
ke lima yaitu sangat tinggi dengan perolehan 431 atau 86,2%. selanjutnya pada
indikator ke lima saya tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak dengan skor
409 atau 81,8% terletak pada range ke lima yaitu sangat tinggi. Pada indikator ke
enam termasuk pada tingkatan ke lima yaitu sangat tinggi dengan skor 423 atau
84,2%. Kemudian-pada indikator ke tujuh variabel kepatuhan wajib pajak saya
melakukan pelaporan pajek sebelum batas waktu degan skor berdasarkan hasil
penyebaran kuessioner yaitu sebesar 407 atau 81,4% berada pada range ke lima
atau sangat tinggi. Dan pada pernyataan terakhir terdapat pada range ke lima yaitu

kategori ringgi dengan skor 445 atau 89%.

Rata-rata jawaban dari setiap indikator adalah sebesar 417 atau 83,4% yang
tergolong dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan

bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang tergolong sangat tinggi.

4.10 Hasil Uji Kualitas Data
4.11 Hasil Uji Validitas

Dilakukan pengujian validitas untuk mengetahui apakah angket yang
disusun valid atau tidak. Kriterianya yaitu jika r > r tabel, maka disimpulkan valid
karena instrumen yang ada berinterelasi relevan dengan jumlah nilai. Jika r hitung
< r tabel maka disimpulkan tidak valid karena instrumen yang ada tidak

berinterelasi signifikan dengan skor total. Dalam penelitian ini memiliki tingkat
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signifikansi 0,5 dan df (100-2 =98) maka diperoleh r tabel sebesar 0,199. Dibawah
ini merupakan hasil dari pengujian validitas variabel sosialisasi, pengetahuan,
modernisasi, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi

Pertanyaan | rhitung | rtabel | keterangan
1. 0,506 0,199 Valid
0,691 0,199 Valid
0,728 0,199 Valid
0,606 0,199 Valid
0,718 0,199 Valid
0,557 0,199 Valid
0,786 0,199 Valid
0,882 0,199 Valid
9. 0,813 0,199 Valid
Sumber : Qutput SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Sesuai dengan tabel 4.10 diatas, merupakan hasil dari pengujian validitas

QLN g A~ W

dari variabel sosialisasi yang berjumlah 9 butir pertanyaan. Pada soal pertama
diketahui (r) hitung sebesar 0,506, pada soal kedua diketahui (r) hitung sebesar
0,691, kemudian pada soal ketiga diketahui (r) hitung sebesar 0,728, lalu pada
soal ke empat diketahui (r) hitung sebesar 0,606, pada soal ke lima ditehaui (r)
hitung sebesar 0,718, untuk soal ke enam diketahui (r) hitung sebesar 0,557,
sedangkan untuk soal ke tujuh diketahui (r) hitung sebesar 0,786, soal ke delapan
memiliki (r) hitung sebesa0,882, dan pada soal terakhir yaitu ke Sembilan
memiliki (r) hitung sebesar 0,813. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke
Sembilan indikator pada variabel sosialisasi (X1) dapat diukur dan diterangkan
valid sebab memiliki nilai r hitung diatas r tabel yang terlihat berdasa angka

signifikansi yang menunjukkan lebih dari 0,199 pada setiap pernyataan (r tabel).
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Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan

Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan
1 0,773 | 0,199 Valid
2 0,556 | 0,199 Valid
3 0.694 | 0,199 Valid
4 0,582 | 0,199 Valid
5 0,841 | 0,199 Valid
6 0,427 | 0,199 Valid
7 0,552 0,199 Valid
8 0,686 | 0,199 Valid
9 0,765 | 0,199 Valid
10 0,474 | '0,199 Valid
11 BraREn Y 9 Valid
12 0,406 | 0,199 Valid
13 0,856 | 0,199 Valid

Sumber : Qutput SPSS 23 (Lampiran-3.1)

Berdasar tabel diatas, dijelaskan bahwa diperoleh hasil dari olah data
pengujian validitas dalam variabel pengetahuan. Dapat disimpulkan ke tigabelas
indikator pada variabel pengetahuan (X2) dapat diukur dan diterangkan valid
karena memiliki nilai r hitung diatas r tabel hasil tersebut dipaparkan pada nilai
signifikansi sesuai dengan pernyataan yang berada diatas 0,199 (r tabel).

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi

Pertanyaan | rhitung | rtabel | keterangan
1) 0,656 0,199 Valid
2) 0,677 0,199 Valid
3) 0,704 0,199 Valid
4) 0,930 0,199 Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)
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Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa pada pertanyaan pertama
menghasilkan r hitung sebesar 0,656, kemudian pada pertanyaan kedua diperoleh
r hitung sebesar 0,677, lalu pada pertanyaan ketiga menghasilkan r hitung sebesar
0,704, dan pada pertanyaan ke empat menghasilkan r hitung sebesar 0,930.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke empat indikator pada variabel
modernisasi (X3) dapat diukur dapat digolongkan valid karena memiliki nilai
rhitung diatas r tabel tercermin dari nilai yang dihasilkan (signifikansi)

keseluruhan pernyataan diatas 0,199.

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi

Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan
i 0,828 | 0,199 Valid
2 0,810 . 1.0,199 Valid
3 0.382 | 0,199 Valid
4 0,797 0,199 Valid

Sumber : Qutput SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Tabel 4.16 menunjukan bahwa pengolahan jawaban responden dari
variabel persepsi menunjukkan bahwa pada pertanyaan pertama diperoleh r hitung
sebesar 0,828, lalu pada butir pertanyaan kedua diperole hasil sebesar 0,810,
kemudian pada butir pertanyaan ketiga diperoleh hasil sebesar 0,382, dan yang
terakhir pada butir soal ke empat diperoleh hasil 0,797. Sehingga disimpulkan
bahwa ke empat indikator pada variabel persepsi (X4) dapat diukur dan

digolongkan valid yaitu karena memperoleh r hitung yang ada diatas r tabel,.

Tabel 4.17
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan | r hitung | rtabel | Keterangan
1 0,595 | 0,199 Valid

2 0,490 | 0,199 Valid

3 0,780 | 0,199 Valid

4 0,531 0,199 Valid
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5 0,527 | 0,199 Valid
6 0,259 | 0,199 Valid
7 0,576 | 0,199 Valid
8 0,593 | 0,199 Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Berlandaskan uji validitas yang telah dilaukan. Dalam variabel pertama
terdapat 8 butir pertanyaan yang dari kesemua hasil r hitung menunjukan bahwa r
hitung nilainya lebih dari r tabel. Dengan demikian ditarik kesimpulan ke delapan
indikator pada variabel dependen dapat diukur dan dinyatakan valid karena
memiliki nilai r hitung melebthi r tabel hal itu diperjelas dari nilai setiap
pernyataan yang berada diatas 0,199 (r tabel).

4.12 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas dipergunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dari
hasil penelitian ternadap kuessioner saat ini untuk diterapkan kembali pada waktu
yang tidak sama. Dalam uji reabilitas penelitian ini- menggunakan metode
Cronbach Alpha untuk tolak ukur pengujian. Tabel dibawah berikut merupakan

hasil daripada pada penelitian yang telah dilakukan

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas VVariabel Sosialisasi

Cronbach's Alpha N of Items
874 9

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)
Setelah dilakukan uji dengan program SPSS versi 23, hasil perhitungan

terhadap variabel sosialisasi adalah sebesar 0,874. Sebuah pengujian dikatakan
reliabel ketika hasil cronbach alpha > 0,7. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas
variabel sosialisasi menghasilkan nilai sebesar 0,874 dapat ditarik kesimpulan
bahwa keseluruhan indikator pada uji sosialisasi dapat diterima dan dinyatakan

reliabel.
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Tabel 4.19

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan

Cronbach's Alpha N of Items
879 13
Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan percobaan uji dengan program SPSS versi 23, hasil

perhitungan terhadap variabel pengetahuan adalah sebesar 0,879. Dalam hal
tersebut hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan menghasilkan nilai sebesar
0,879. Kesimpulannya keseluruhan indikator dalam variabel pengetahuan dapat
diterima dan dinyatakan reliabel karena sesuai dengan syarat yaitu nilai cronbach
alpha > 0,7.

Tabel 4.20

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Modernisasi

Cronbach's Alpha N of Items

126 4

Sumber : Qutput SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan nilai pada uji yang telah dilakukan, hasil perhitungan
terhadap variabel modernisasi adalah sebesar 0,726. Hasil uji reliabilitas dapat
disebut reliabel saat nilai cronbach alpha > 0,7. Dalam hal tersebut hasil uji
reliabilitas variabel modernisasi menghasilkan nilai sebesar 0,726 sehingga
kesimpulannya keseluruhan indikator dalam variabel modernisasi dapat diterima

dan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.21

Hasil Uji Reliabilitas VVariabel Persepsi

Cronbach's Alpha N of Items

126 4

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan hasil uji, hasil perhitungan terhadap variabel persepsi adalah

sebesar 0,726. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas variabel persepsi
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menghasilkan nilai 0,726 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan

indikator dalam variabel persepsi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.21

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha N of Items

11 4
Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Hasil perhitungan terhadap variabel persepsi adalah sebesar 0,726 > 0,7.
Sehingga diketahui hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai sebesar 0,726 jadi

keseluruhan indikator variabel persepsi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

4.13Hasil Uji Asumi Klasik

4.14Uji Normalitas
Dalam pengujian normalitas memiliki tujuan guna mengetahui apakah

pada sebuah model regresi nilai residualnya mempunyai distribusi normal atau
abnormal. Pengkajian ini- peneliti gunakan uji-Kolmogorov smirnov. Berikut
analisisnya:

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandarized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 4)

Berlandaskan tabel diatas hasil uji normalitas variabel dependen terhadap
variabel independen diperoleh hasil Asymp. Sig (2-tailed). Hasil uji normalitas
dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan
syarat uji normalitas kolmogrov smirnnov yaitu >0,05. Sehingga data pertanyaan
yang telah dirancang dapat dikatakan normal dan dapat dimanfaatkan untuk

penelitian selanjutnya.
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4.15Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi terjadinya perbedaan
varians residual pada sebuah pengujian ke pengujian yang bebeda. Dalam
penelitian model regresi yang seharusnya adalah yang non-heteroskedastisitas.
Berikut merupakan hitungan uji heterokedasrisitas

Tabel 4.20
Hasil Uji Heterokedastisitas
) Nilai _
Variabel - ) Kesimpulan
Signifikansi

Sosialisasi 0,283 | Nonheteroskedastisitas
Pengetahuan 0,078 | Nonheteroskedastisitas
Modernisasi 0,718 | Nonheteroskedastisitas
Persepsi 0,653 | Nonheteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 5)

Berdasarkan data diatas keempat variabel yang meliputi sosialisasi uji
signifikansi menghasilkan angka 0,283, kemudian untuk variabel pengetahuan
menghasilkan angka signifikansi 0,078, lalu pada variabel modernisasi
menghasilkan ' angka signifikansi sebesar 0,718, dan variabel persepsi
menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,653. Hal ini menunjukan bahwa ke-
empat variabel yang ada telah lolos uji heterokedastisitas karena angka sig lebih
dari 0,05.

4.16 Uji Multikolonearitas

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan
Sosialisasi 0,238 4,199 Nonmultikolonearitas
Pengetahuan 0,261 3,826 Nonmultikolonearitas
Modernisasi 0,865 1,156 Nonmultikolonearitas
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Persepsi 0,796 1,256 Nonmultikolonearitas
Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 6)

Uji multikolonearitas dilakukan untuk melihat adakah korelasi antar
variabel independen serta agar dapat diketahui apakah dengan model regresi
dalam pengkajian ini terdapat korelasi antara variabel bebas. Apabila hasil VIF <
10 serta nilai toleransi > 0,10 dikatakan tidak ada multikolinearitas. Dari tabel
pengujian multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa tidak ada multikolinearitas
(tidak terjadi korelasi dan tidak ada data yang memiliki kemiripan antar variabel

independen)

4.17Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.22

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Unstandarized
Model Coefficients Sig
B Std.error
(Constant) 12,589 2,354 0,000
Sosialisasi 0,041 0,073 0,575
Pengetahuan | 0,377 0,064 0,000
Modernisasi 0,008 0,054 0,884
Persepsi -0,082 0,067 0,224

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)
Berdasarkan tabel 4.22 dapat disimpulkan persamaan regresi linier
berganda pengkajian ini:
Y = 12,589 +0,041 X1 + 0,377 X2+ 0,008 X3 — 0,082 X4 + €

Model tersebut berarti

a. Konstanta sebesar 12,589 dan nilai sig 0,000 memiliki maksud apabila variabel
Sosialisasi (X1), Pengetahuan (X2), Modernisasi (X3), dan Persepsi (X4) tetap,
maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya sebesar 12,587

b. Pada variabel sosialisasi (X1) diketahui 0,041 serta memiliki nilai sig sebesar
0,575 (>5%) vyaitu sosialisasi berpengaruh positif tidak signifikan dengan
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kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberi arti semakin tinggi sosialisasi maka
semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

c. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan (X2) adalah 0,377 dan
signifikansinya sebesar 0,000 (<5%) kesimpulan yang diperoleh yaitu variabel
pengetahuan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Semarang. Ketika pegetahuan wajib pajak tinggi maka semakin naik pula
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

d. Kemudian pada variabel modernisasi (X3) memiliki nilai sebesar 0,008 dan
hasil sig sebesar 0,884 (>5%) artinya, modernisasi berpengaruh positif tidak
signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang tinggi akan
menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Semarang.

e. Koefisien regresi pada variabel persepsi (X4) sebesar negatif 0,082 dan nilai
sig sebesar 0,224 (< 5%) artinya, persepsi wajib pajak tidak berpengaruh
siginifkan dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa
persepsi wajib pajak yang baik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Semarang

4.18Uji F (Godnes Of Fit)

Tabel 4.23
Hasil Uji F
Sum of Mean
Model Squares Df Square F Sig.
1| Regression | 957 22 4| 239,405 | 43,231| .000°
Residual 526,088 95 5,538
Total 1483,710 99

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Uji F dipergunakan menguji bagaimana dampak variabel independen
secara simultan pada variabel dependen. Pengukuran ketepatan fungsi regresi dari
sebuah sampel dapat diukur dengan Goodnes of Fit-nya atau dengan nilai statistik

F nya. Terlihat bahwa angka siginifikansi untuk pengaruh variabel sosialisasi,
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pengetahuan, modernisasi, dan persepsi secara simultan pada kepatuhan wajib
pajak adalah sebesar 0,000<0,05 dan nilai F hitung 43,231 > F tabel 1,987,
sehingga dapat disimpulan ada pengaruh sosialisasi, pengetahuan, modernisasi

dan persepsi secara simultan.

4.19 Uji (R?)
Tabel 4.24
Hasil Uji (R?)

Model R Square
1 0,64
Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Dari data diatass diperoleh angka adjusted R sguare (koefisien
determinasi) senilai 0,640 dengan arti pengaruh persepsi, sosialisasi, modernisasi,

dan pengetahuan perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak sebesar 64%.

4.20 Uji t
Tabel 4.25
Hasil Uji t
Model T hitung | T Tabel Sig. Keterangan
1 | (Constant) 5,349 0
Sosialisasi ,562 1,987 575 Ditolak
Pengetahuan 5,872 1,987 0 Diterima
Modernisasi ,146 1,987 ,884 Ditolak
Persepsi -1,225 1,987 ,224 Ditolak

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Dalam uji t dilakukan guna melihat sebesar apa pengaruh dari setiap

variabel X terhadap variabel Y. Dengan asumsi bahwa variabel independennya
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konstan Degree of freedom dapat ditentukan dengan (N-2 = 100-2 = 98).
Sedangkan penentuan diterima atau tidaknya HO didasarkan pada signifikansi o =
0,50%. Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah dengan membandingkan nilai
signifikansi nya ketika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga
simpulan yang dapt diambil adalah varibel tersebut berpengaurh secara signifikan.

Jika nilai thitung lebih besar dari ftabet maka Ho ditolak, dan apabila thitung lebih

kecil dari ttabel maka Ho diterima.

a. Hasil t hitung dari variabel sosialisasi sebesar 0,562 dan angka t tabel sebesar
1,987 sehingga diketahui t hitung < t tabel selanjutnya nilai signifikansi yang
ada pada variabel sosialisasi yaitu 0,575 yang berarti 0,575 > 0,05 sehingga HO
diterima dan Ha ditolak. Yang artinya sosialsiasi tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Dengan demikian
menunjukan hipotesis pertama “Sosialisasi atas berakhirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak” ditolak.

b. Pada t hitung variabel pengetahuan berdasarkan pengujian diperoleh hasil
sebesar positif 5,872 dan angka t tabel sebesar 1,987 sehingga diketahui bahwa
t hitung > t tabel, lalu angka signifikansi yang diperoleh yaitu sejumlah 0,000 <
0,05 sehingga HO ditolak serta Ha diterima. Menunjukan adanya dampak
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
semarang jadi hipotesis kedua “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” diterima

c. Nilai uji t pada variabel ketiga yaitu modernsasi didapatkan hasil t hitung
positif 0,146 dan angka t tabel sebesar 1,987 sehingga t hitung > t tabel,
kemudian nilai sig. yag dihasilkan adalah 0,884 < 0,05 diperoleh kesimpulan
bahwa HO diterima dan Ha diterima. Hasil dari uji t menunjukan terdapat
pengaruh antara modernisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM
di Kota Semarang. Sehingga hipotesis ke-tiga “Modernisasi Perpajakan

Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ditolak
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d. Perolehan t hitung pada variabel keempat adalah sebesar -1,225 dan angka t
tabel sebesar 1,987 sehingga diketahui t hitung < t tabel, signifikansinya yaitu
sebesar 0,224 > 0,05 lalu diperoleh kesimpulan bahwa HO diterima dan Ha
ditolak. Hal ini menunjukan tidak ada pengaruh dari persepsi terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sehingga hipotesis ke-
empat yang berbunyi “Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Berpengaruh negatif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak™ ditolak

4.21 Pembahasan

4.22.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Atas Berakhirnya PP nomor 23
Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengabh.
Dalam penelitian ini berlandaskan perhitungan uji t terlihat sosialisasi

tidak terbukti berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sehingga Ha ditolak. Adanya sesuatu yang berbeda dalam rasio sosialisasi tidak
memiliki efek pada kepatuhan wajib pajak. Dampak negatif sebagai akibat dari
sosialissi perpajakan menyatakan bahwa saat variabel sosialisasi perpajakan
tinggi akan menyebabkan penuruan pada angka kepatuhan wajib pajak, dan saat
saat rendah maka akan menyebabkan peningkatan.

Keadaan tersebut tersebut tidak sejalan bersamaan teori atribusi dalam
factor eksternal yang membuat individu melakukan suatu perilaku. Theory of
Planned Behaviour (TPB) menjelaskan suatu tingkah laku muncul dari
keyakinan akan dampak yang akan diterima dari perilaku tersebut. Oleh karena
itu sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena
masih banyak orang yang sudah mengetahui adanya sosialisasi tetapi masih
mengabaikan nya.

Hasil kajian ini tidak searah dengan penelitian (Novitasari dkk., 2021),
yang mana hasilnya menjelaskan apabila sosialisasi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta riset oleh (Haerina Desty, 2021),
menuliskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang positif

signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun pengkajian ini menyatakan
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sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan
pendapat (Kusumayanthi & Suprasto, 2019), yang menyatakan sosialisasi tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Dalam pengkajian ini meskipun arahnya sudah positif. Hal ini dapat terjadi
dikarenakan sosialisasi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan jawaban dari
responden dapat diketahui bahwa wajib pajak sebenarnya mengetahui dan
menyadari bahwa mereka mendapatkan sosialisasi secara langsung melalui
undangan maupun tidak melalui email atau surat pemberitahuan, namun wajib

pajak itu sendiri yang tidak menghiraukan sosialisasi yang diberikan.

4.22.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Atas Berakhirnya PP nomor 23
Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengabh.
Dalam wuji hipotesis kedua berdasarkan hasil wuji t yang telah

dilakukanhasilnya adalah pengetahuan perpajakan berdampak secara parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua diterima, perubahan
yang ada membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh yang positif terjadi apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami
pertumbuhan “akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak akan mengalami
pertumbuhan, dan sebaliknya.

Pengetahuan akan atiran perpajakan yang berlaku begitu penting guna
menanamkan sikap patuh. Karena wajib pajak tidak akan patuh apabila mereka
tidak memahami peraturan yang berlaku, tingkat pengetahuan yang baik
menyebabkkan wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak, dengan
demikian dampaknya adalah berupa peningkatan kepatuhan. Sejalan dengan
Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan individu dapat berperilaku
karena memiliki niat dan motivasi dari dirinya sendiri.

Hasil uji hipotesis kedua searah dengan penelitian (Novitasari dkk., 2021),
yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang
Selatan”. Yaitu pengetahuan perpajakan pengaruhnya positif dan signifikans

terhadap kepatuhan wajib pajak karena, suatu perihal dasar dalam menjalakan
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kewajiban perpajakan adalah dimilikinya pengetahuan. Serta diperlukan untuk
memberikan amanah bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar dan
melakukan pelaporan. Begitu juga dengan penelitian (Ariyanto & Nuswantara,
2020), dalam penelitian yang berjudul ‘“Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” hasilnya adalah pengetahuan perpajakan
mendapatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya pengetahuan
akan hal-hal yang terdapat dalam perpajakan yang dimilikinya akan mendorong
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.

Terdapat perbedaan dengan (Ermawati, 2018), yang memperoleh hasil,
pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan
juga (Endaryanti, 2017), dalam penelitian nya yang berpendapat jika pengetahuan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengkajian ini pengetahuan perpajakan terbukti- memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan perpajakan merupakan dasar
yang harus dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.
Tingginya pengetahuan wajib pajak maka akan menyebabkan kepatuhan wajib
pajak akan terus meningkat.

4.22.3 Pengaruh Modernisasi Atas Berakhirnya PP nomor 23 Tahun 2018
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa bahwa modernisasi tidak

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Jadi pada hipotesis ketiga ditolak.
Berdasar Theory of Planned Behaviour terdapat sebab-sebab yang menghambat
dan mendukung tingkah laku suatu individu. Ketika wajib pajak yakin bahwa ada
hal yang mendukung sistem perpajakan dan merasa dipermudah dengan adanya
perubahan tersebut maka Seseorang akan patuh dalam pembayaran pajaknya.
Perubahan yang terjadi dalam modernisasi tidak akan berpengaruh pada
kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengkajian ini sependapat dengan (Arfah & Aditama, 2020), dalam
penelitian nya “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak” menyatakan bahwa modernisasi tidak memiliki dampak dengan kepatuhan
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wajib pajak. Namunhasil dari pengkajian ini tidak searah dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021), yang menyebutkan modernisasi
pengaruhnya positif terhadap kepatuhan wajib pajak. mudanya pemenuhan
kewajiban menjadi factor pendorong untuk terus patuh dalam memenuhi
kewajiban perpajakan nya.

Risa & Sari Puspita, 2021, memaparkan bahwa modernisasi memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi
akan mempermudah. Ketidak berpengaruhnya modernisasi mungkin saja
disebabkan oleh beberapa hal seperti wajib pajak yang masih merasa kesulitan
dalam menggunakan sistem perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak seperti pelaporan pajak secara online menggunakan e-filling dan e-spt serta
lebih memilih untuk mendatangi kantor pajak.

Dengan mendatangi kantor pajak apabila wajib pajak mengalami kesulitan
juga kendala maka dapat berkonsultasi secara langsung kepada petugas terlebih
apabila di kantor pajak terdapat Account Representative yang bertugas untu
membantu kesulitan yang dialami. Sistem perpajakan modern dipandang belum
efektif karena sistem tersebut dipandang lebih rumit ketika wajib pajak
mengalami kesulitan.

4.22.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Berakhirnya PP nomor 23
Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah.
Hipotesis keempat berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat

dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ke empat
dalam pengkajian ini ditolak.

Dalam theory of Planned Behaviour persepsi adalah perilaku yang
berawalan dari niat. Niat dalam berperilaku itu sendiri terbentuk dari perilaku
yang dipersepsikan oleh individu itu sendiri. Suatu tindakan yang memberikan
berdampak positif bagi individu maka terdapat kemungkinan akan dilakukan oleh
individu tersebut begitupun sebaliknya apabila tindakan tersebut merugikan maka

besar kemungkinan individu tersebut tidak akan melakukan nya.
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Berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan pemberlakuan kembali peratuan
perpajakan sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018
memberikan dampak berupa kenaikan tarif bagi wajib pajak. Mesikup adanya
kenaikan tarif yang sangat signifikan kepatuhan wajib pajak akan tetap terus
meningkat hal tersebut dikarenakan wajib pajak terikat oleh sebuah peraturan
perpajakan yang bersifat memaksa. Sehingga, wajib pajak UMKM harus tunduk
pada kewajiban perpajakan nya dalam aturan terbaru. Namun, kenaikan tariff
yang berlaku tersebut wajib pajak akan diberikan keringanan berupa kebijakan
pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pajak ditanggung pemerintah atau (DTP)
adalah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa pengurangan beban
yang hasur dibayar oleh WP. Adanya keringanan tersebut persepsi wajib pajak
atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan perubahan tarif karena berlakunya
kembali pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018 tidak begitu
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini tidak sama dengan (Sugiarti, 2020), dalam judul
penelitiannya “Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah
Nomer 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 dan
Pengaruhnya  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menjelaskan bahwa
persepsimengenai peralihan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun
2018 pengaruhnya positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Disebabkan
karena adanya perubahan tarif yang awalnya 1% turun pada 0,5% dimana dapat

meringankan beban wajib pajak UMKM.
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Atas hasil analisis yang telah dilaksanakan terksit analisis pengaruh

sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, juga persepsi pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan

dampaknya atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Maka,

disimpulkan seperti dibawah ini

1. Sosialisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hal tersebut menjelaskan sosialisasi yang dilakukan atas
berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 pada wajib pajak UMKM di Kota
Semarang belum maksimal dan belum tepat sasaran.

2. Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengetahuan perpajakan wajib
pajak tinggi maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kota Semarang.

3. Modernisasi tidak terbukti berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hal
tersebut menunjukkan bahwa, modernisasi yang diterapkan belum
sepenuhnya tercapai dan wajib pajak UMKM di Kota Semarang lebih
memilih melakukan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi
langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4. Persepsi wajib pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Memberikan arti, persepsi wajib pajak UMKM di Kota Semarang
atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 yang menyebabkan tarif pajak
berubah tetap menigkatkan kepatuhan wajib pajak, karena harus tetap
mengikuti peraturan perpajakan yang bersifat memaksa.

Keterbatasan

Kajian ini menggunakan dengan metode kuantitatif dan memilih data primer

yang disebar dengan media kuessioner. Adapun hambatan yang peneliti alami

dalam penelitian ini dan dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti nantinya:
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1. Dalam pengkajian ini hanya ada empat faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak berupa sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, dan
persepsi wajib pajak. Sedangkan masih banyak faktor lain seperti
perubahan tariff, dan kajian mengenai insentif yang diberikan pemerintah.

2. Masih minimalnya wilayah dalam penelitian ini dikarenakan dampak dari
ketebatasan waktu yang peniliti miliki sehingga hasil yang diperoleh
belum maksimal.

3. Terbatasnya jawaban kuessioner yang diberikan oleh responden karena
seringkali tanggapan pada kuessioner kurang menggambarkan keadaan
yang sebenarnya.

5.3 Saran

Peneliti dapat memberikan saran sehubungan dengan hasil pengkajian yang

telah dilakukan meliputi:

1. Perubahan atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 harus
disosialisasikan tepat sasaran agar wajib pajak dapat memahami aturan
yang berlaku setelah aturan tersebut. Sosialisasi dapat dilangsungkan
dengan memberikan konsultasi dan pemberitahuan secara langsung oleh
Account Representative mengenai aturan-aturan baru yang berlaku.

2. Pengetahuan merupakan dasar dalam berindak. Wajib pajak UMKM yang
masih memiliki tingkat pengetahuan rendah besar harapan nya untuk
segera menambah pengetahuan pajaknya. Ketika peraturan pemerintah
dipahami dengan baik maka kondisi usahanya akan semakin lebih maju.

3. Modernisasi perpajakan diciptakan untuk mempermudah wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nya, namun terdapat juga yang
lebih  memilih untuk mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak.
Sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak agar dapat secara konsisten
melakukan upaya-upaya untuk mengenalkan modernisasi administrasi
perpajakan kepada wajib pajak.

4. Dalam penelitian kedepan harapan penulis untuk lebih menambah variabel
yang dapat mempengaruhikepatuhan wajib pajak UMKM terhadap

peraturan yang berlaku, seperti variabel perubahan tarif karena adanya
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perubahan tarif yang berlaku atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018,

dan pengaruh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

UNISSULA
“:ﬂﬂ'!"!-yléﬁbl s l?‘
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